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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto

“Jika anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses !”
(Charles Barkley)

“Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.”

(Simone de Beauvior)

Persembahan

Tanpa mengurangi rasa syukur terimakasih saya kepada Allah SWT, saya persembahkan
skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah membesarkan saya, mendidik saya
dengan rasa sayang dan penuh pengorbanan, yang telah menaruh harapan besar
kepada saya sehingga saya bisa sampai saat ini.

2. Kampus saya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas I[Imu Sosial dan [lmu Komunikasi,

Universitas Bhayangkara Surabaya.
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EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JKMM)
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN
SIDOARJO

NOVALITA PUTERI MELLYASARI
1913111026

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan yang ada di
kota Sidoarjo. Karena Kota Sidoarjo ini masih tinggi tingkat kemiskinan masyarakatnya, maka
dengan itu Pemerintah Kotas Sidoarjo membuat suatu program Jaminan Kesehatan. Dengan
adanya pelayanan kesehatan gratis yang berbentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM), yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu perekonomian dan
beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program JKMM
hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili Sidoarjo saja, karena tidak semua
kabupaten memiliki program yang sama karena kabupaten memiliki kebijakan sendiri — sendiri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mendapatkan sumber data melalui
wawancara dan dokumentasi. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini
kurang meluasnya informasi sehingga masyarakat Sidoarjo masih banyak yang belum
mengetahui dan masih banyak yang belum mendapatkan bantuan jaminan kesehatan. Diantara
adanya berbagai kendala terhadap program JKMM ini, juga adanya dukungan dari Pemerintah

Kota Sidoarjo.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Manfaat bagi masyarakat miskin,
Pelayanan Kesehatan.



ABSTRAC
EVALUATION OF THE POOR COMMUNITY HEALTH INSURANCE PROGRAM
(JKMM) FOR UNDERPRIVILEGED PEOPLE AT THE SIDOARJO REGENCY

SOCIAL OFFICE

NOVALITA PUTERI MELLYASARI
1913111026

The purpose of this study was to evaluate the existing Health Insurance program in the
city of Sidoarjo. Because Sidoarjo City is still high in poverty level of its people, therefore the
Sidoarjo City Government created a Health Insurance program. With the existence of free health
services in the form of Poor People's Health Insurance (JKMM), which aims to alleviate poverty
and help the economy and the burden of underprivileged people in meeting their needs. The
JKMM program is only intended for people who live in Sidoarjo, because not all districts have
the same program because districts have their own policies. This type of research is qualitative
research, by obtaining data sources through interviews and documentation. The Poor People's
Health Insurance Program (JKMM) lacks widespread information so that many Sidoarjo people
still do not know and there are still many who have not received health insurance assistance.
Among the various obstacles to this JKMM program, there is also support from the Sidoarjo City

Government.

Keywords: Health Insurance for the Poor, Health Services, Benefits for the Underprivileged.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia masih dirundung masalah kemiskinan yang ditandai dengan banyaknya penduduk
yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar
di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota Sidoarjo. Masalah kesehatan merupakan salah satu
prasyarat dari masalah kemiskinan. Secara umum, kesehatan masyarakat miskin masih relatif
buruk. Demikian pula akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih relatif lemah,
sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin masih terbuka. Masyarakat
miskin, sebagaimana masyarakat pada umumnya, memiliki hak atas pelayanan kesehatan.
Generasi yang bijak dan sehat harus mendukung negara-negara yang menginginkan kemajuan
dan pembangunan. Untuk mencapai generasi yang sehat, negara harus menyediakan pelayanan
kesehatan yaitu asuransi gratis penuh yang didukung oleh jaminan kesehatan dan pelayanan

kesehatan di bidang jaminan kesehatan sosial.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kebahagiaan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan dari negara, dan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan
kesehatan warga negaranya. Diganti dalam Pasal 34(2) sebagai berikut: “Negara membangun

sistem jaminan sosial bagi setiap orang dan memperkuat masyarakat yang lemah dan tidak



mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Jaminan kesehatan berupa perlindungan
kesehatan adalah jaminan agar warga negara dapat menikmati pelayanan kesehatan dan
kebutuhan dasar kesehatan, yang ditawarkan kepada semua orang yang memberikan kontribusi
yang wajar atau dibiayai oleh pemerintah. Terutama di Kota Sidoarjo yang berpenduduk
2.082.801 jiwa. Dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas 714,24 km2. Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo telah melakukan berbagai langkah dan cara untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu
program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk
mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari adalah pemberian perlindungan dan jaminan sosial yang disebut Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM).

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) dibuat oleh Pemerintah Kota Sidoarjo dan
ditujukan hanya untuk warga Sidoarjo karena tidak semua daerah memiliki skema yang sama
karena kabupaten memiliki cakupan asuransi sendiri. Program Jaminan Kesehatan Rakyat
Miskin (JKMM) bertujuan untuk mencegah atau membantu mereka yang kurang mampu ketika
sakit atau memerlukan rawat jalan atau rawat inap biasa tetapi tidak terdaftar atau tidak memiliki
BPJS mandiri, BPJS korporasi atau memiliki kartu kepesertaan pemerintah. -dibiayai BPJS atau
KIS PBI, maka yang terkena dampak dapat menggunakan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM). Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sudah berjalan 6
tahun dan pada pertengahan tahun 2021 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sempat
dihentikan karena adanya program UHC (Universal Health Coverage) yang wajib dimiliki oleh

seluruh warga Sidoarjo. asuransi minimal 95% memiliki misalnya KIS (Kartu Indonesia Sehat)



yang dibiayai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun pada awal tahun 2022,
Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JKMM) akan kembali diselenggarakan.
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) memiliki peraturan atau pedoman yang
dikeluarkan setiap tahunnya oleh Gubernur Kota Sidoarjo dimana peraturan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) setiap tahun disesuaikan dengan keadaan. Sebagai contoh regulasi
atau kebijakan yang setiap tahunnya berubah-ubah yaitu sebelum tahun 2022, Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) hanya bekerja sama dengan satu rumah sakit di Sidoarjo
yaitu RSUD Sidoarjo (RSUD), Puskesmas di seluruh Wilayah Kota Sidoarjo, Rumah Sakit Dr.
Soetomo dan Rumah Sakit Menur. Pada tahun 2022 ada 5 rumah sakit swasta yaitu: RS Umum
daerah Sidoarjo, RS Siti Hajar, RS Siti Khotidjah, RS Mitra Keluarga Waru dan RS Anwar
Medika. Disini perubahan dari setiap tahun nya yaitu menyesuaikan kondisi, dengan cara
memperluas kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit maupun berbagai puskesmas di Kota
Sidoarjo yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 2023
adanya perubahan peraturan yang terdapat pada program JKMM vyaitu terdapat 5 Rumah Sakit
yang bekerjasama dengan program JKMM yaitu : RSUD , RSUD barat, RS Dr. soetomo menur,
RS Siti hajar, dan RS Siti Khadijah. Perubahan yang ada dalam program JKMM ini yaitu RS

Mitra keluarga waru sudah tidak melakukan kerjasama dalam program JKMM lagi.

Adanya perubahan kebijakan dari setiap tahunnya bertujuan untuk memudahkan warga Sidoarjo
dalam mengakses layanan di rumah sakit maupun di puskesmas. Tidak seperti sekarang yang
hanya terpusat di satu rumah sakit. Untuk mempercepat hal itu, perbup dan MoU harus segera

diubah. Supaya warga Sidoarjo yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh akses



dengan cepat. Tidak lagi menunggu ketentuan baru yang perlu waktu cukup lama.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini mendapat pendanaan dari APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pada tahun ini, ada anggaran dana Rp 16 miliar dari
pemerintah kota Sidoarjo untuk membiayai program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Namun ada juga permasalahan yang sering muncul pada masyarakat kurang mampu yaitu
kurangnya sosialisasi tentang program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JKMM)
bagi masyarakat kurang mampu, sehingga masih ada masyarakat di Sidoarjo yang belum

mengetahui tentang program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.

Pemkot Sidoarjo akan membiayai masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan melalui program JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin). Ini kemudian akan
digunakan oleh orang-orang yang kurang beruntung untuk perawatan medis gratis. Salah satu
lokasi atau fasilitas yang menjadi obyek penelitian adalah Kantor Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo yang beralamat di JI. Pahlawan No. 45, Jetis, Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61226. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi pemerintah
di Kota Sidoarjo yang menangani masalah pemberdayaan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial,
perlindungan sosial serta bantuan kesejahteraan dan keamanan sosial. Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo merupakan salah satu sektor pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kota Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bertugas
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial serta

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) terhadap
masyarakat kurang mampu di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo?

2. Apa saja faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat kurang mampu di Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo?

3. Bagaimana hambatan serta dukungan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin (JKMM) bagi masyarakat kurang mampu di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM). Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui hasil evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat kurang mampu di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo

3. Untuk mengetahui hanbatan serta dukungan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat



Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, Adapun manfaat bagi penelitian ini
mengarah pada berbagai aspek, sebagai berikut :
1.4.1 Manfaat Praktis
1. Manfaat Bagi Peneliti
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat tugas akhir (TA) untuk memperoleh gelar
sarjana bagi mahasiswa program sarjana limu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial dan
lImu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya. Dan hasil penelitian ini akan memberikan
wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dan penerapan tentang pentingnya program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Miskin (JKMM). Selain itu juga untuk lebih
mendalami bagaimana penilaian pelayanan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin

(JKMM) terhadap Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat bagi instansi
Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan masukan untuk perbaikan program JKMM
(Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) yang nantinya berdampak baik bagi masyarakat kurang
mampu dalam setiap penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan publik
yang berkualitas dan sekaligus waktu memberikan manfaat teoritis. , khususnya dalam ilmu
sosial dan politik, serta menambah informasi dan pengetahuan khususnya terkait program

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.



3. Manfaat bagi pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

4. Manfaat bagi universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi perpustakaan yang dapat
digunakan sebagai makalah penelitian bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian lebih

lanjut di bidang dan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan meningkatkan
keilmuan dalam keilmuan administrasi publik khususnya fokus publik.

2. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu teori yang
diperoleh di perkuliahan.

3. Studi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi yang relevan, khususnya
bagi mahasiswa administrasi publik.

4. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis khususnya bagi ilmu sosial
dan politik, serta tambahan informasi dan pengetahuan khususnya informasi

mengenai pelayanan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)



dalam pelayanan medis di Dinas Sosial Bupati Sidoarjo.

1.5 Definisi Konsep

Untuk mencapai tujuan penelitian, perlu dirumuskan definisi konsep yang dapat dijadikan
landasan penelitian. Pengertian konsep secara umum adalah pengertian dari apa yang dipelajari
atau diamati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Definisi Konsep adalah
pengertian, gambaran atas suatu objek, proses, pendapat yang membuat pembaca menjadi paham
atas apa yang telah peneliti jelaskan, dan rancangan atau rencana yang telah dipikirkan oleh
peneliti. Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi adalah definisi yang menggambarkan
secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.
Diadakannya definisi konsep di penelitian ini bertujuan supaya suatu kegiatan tersebut dapat
berjalan dengan sistematis serta lancar, dengan itu peneliti menggunakan definsi konsep agar
mudah dimengerti dan dipahami. Berikut ini definisi konsep yang terdapat pada penelitian ini

sebagai berikut :

Definisi konsep evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data informasi terhadap suatu
objek, evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai suatu kegiatan penilaian suatu objek saja tetapi
evaluasi dapat digunakan sebagai suatu kegiatan untuk memperbaiki suatu program. Definisi

evaluasi program menurut peneliti adalah suatu kegiatan untuk mengamati dan menilai



bagaimana suatu program tersebut apakah sudah efesien atau belum optimal. Kegiatan evaluasi
program ini bertujuan agar suatu program tersebut dapat berjalan dengan optimal dan tidak ada
kendala pada program tersebut.

Definisi konsep Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) merupakan suatu
kegiatan mengamati, menilai dan membandingkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JKMM) pada saat ini, setelah itu bandingkan dengan masa lalu dan pikirkan kembali
masa depan. Kemudian membenahi atau meningkatkan program Jaminan Kesehatan Miskin
(JKMM) untuk kedepannya. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
merupakan program yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin
mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) ini adalah layanan yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang di
laksanakan melalui pelayanan publik bidang Jaminan Perlindungan Sosial di kantor Dinas Sosial

Kabupaten Sidoarjo.

Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana evaluasi yang terdapat pada Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat miskin, dan faktor — faktor
yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) bagi masyarakat miskin, serta apa saja hambatan — hambatan dan dukungan pada
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat miskin, yang

nantinya akan disajikan pada penelitian ini.



1.6 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menyajikan berbagai permasalahan yang
terjadi di lokasi penelitian dengan mengumpulkan data dan analisis Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM). Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah atau cara mengumpulkan

data untuk maksud dan kegunaan tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena peneliti mempunyai
alasan tersendiri yaitu peneliti memilih untuk menganalisis data kualitatif karena untuk
mendapatkan gambaran yang utuh tentang suatu program dalam segala aspeknya, dan
memahami peristiwa atau suatu fenomena yang secara lebih detail tidak hanya bagian — bagian
dari peristiwa atau fenomena tertentu. Untuk mencapai itu semua, metode kualitatif tidak hanya
terpusat pada sesuatu yang lebih tampak tetapi juga menggali informasi atau makna dibalik
peristiwa atau fenomena yang tampak. Penelitian ini mengambil judul evaluasi program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Yang artinya peneliti akan mengevaluasi Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JKMM) adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang
mampu. Program ini diperuntukkan bagi bayi hingga lansia atau semua umur dengan
persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sidoarjo.
1.6.1 Lokasi penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah suatu objek penelitian yang lokasi tersebut akan di lakukan



kegiatan penelitian. Dengan itu penelitian akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo yang bertempat di JI. Pahlawan No. 45, Jetis, Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur.

i

v Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
' hx

Gambar : 1.1 Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dikarenakan lokasi
atau tempat tersebut merupakan instansi lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani
pelayanan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat miskin
yang ingin mengurus surat rekomendasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) yang

beralamat atau bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo.



1.6.2 Subyek penelitian
Subyek penelitian adalah fenomena, suatu benda, maupun orang yang dapat memberikan data
dan informasi kepada peneliti yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengerjakan
penelitian tersebut. Berkaitan dengan permasalahan yang diambil, penulis memilih Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Subjek penelitian
adalah program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) dan Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo.

1.6.3 Fokus penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk fokus pada tujuan penelitian saat ini. Fokus penelitian
perlu dinyatakan secara spesifik, jelas dan sederhana untuk memudahkan peneliti sebelum
melakukan pengumpulan data profil dan wawancara. Tujuan penelitian adalah gambaran umum
hasil pengamatan penelitian, sehingga pada saat mengumpulkan data dan menganalisis hasil
penelitian lebih terarah dan lebih mudah dalam pengerjaannya.
Kemudian, fokus penelitian dalam penelitian ini akan di jelaskan berikut :

1. Evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat
kurang mampu di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan mengevaluasi
bagaimana program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sudah bekerja
dengan baik atau belum yaitu dengan cara mengambil data melalui kegiatan wawancara
kepada masyarakat yang telah menggunakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.



a. SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. SOP
adalah rangkaian prosedur/ tata cara kerja yang dimiliki oleh sebuah instansi atau
lembaga. Peneliti akan mengetahui SOP yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo dalam pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM).

b. Evaluasi kualitas pelayanan yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Peneliti akan mengetahui bagaimana kualitas pelayanan program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo.

2. Faktor — faktor yang mempengaruhi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) bagi masyarakat kurang mampu. Pada penelitian ini peneliti akan memberikan
informasi terkait faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM).

3. Hambatan — hambatan serta dukungan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Hambatan dibagi menjadi 2 yaitu

a. Hambatan Internal adalah rintangan yang berasal dari dalam yaitu kurangnya
sosialiasi atau pemahaman tentang program jaminan Kesehatan masyarakat
miskin (JKMM), kurangnya pegawai yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo.



b. Hambatan Eksternal adalah rintangan yang berasal dari luar yaitu lingkungan

fisik dan lingkungan sosial budaya. Hambatan yang datang dari luar pembicara.

1.6.4 Sumber informasi
Unit analisis yang dimaksud yaitu sumber informasi dari beberapa populasi atau orang yang
dipilih oleh peneliti sebagai narasumber yang dimana mereka memang menguasai dibidang
permasalahan dan termasuk juga mengenai sumber data yang tertulis.
Subyek penelitian sehubungan dengan rumusan masalah yang telah di tulis oleh peneliti diatas
yaitu memngangkat tema program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas
Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini peneliti telah memilih sumber informasi dari
beberapa narasumber, yaitu :

a. Staf pelayanan publik di bidang Jaminan Perlindungan Sosial

b. Masyarakat Kota Sidoarjo yang menerima bantuan program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JKMM)

1.6.5 Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan untuk
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
deskriptif kualitatif yang bertujuan agar data — data yang diperoleh dapat benar — benar
obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu data yang didapatkan oleh peneliti

ketika melakukan penelitian akan dijadikan bahan untuk dikaji dan dianalisis di dalam



penyusunan penulisan skripsi dengan baik dan benar. Maka dari itu penulis menggunakan

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh
dua pihak, yaitu peneliti bertugas sebagai pewawancara, pewawancara adalah orang yang
mengajukan pertanyaan dan narasumber terwawancara adalah sebagai orang yang memberikan

jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang akan dilakukan adalah leaderless interview, yaitu
pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat
digali atau dikembangkan tergantung situasi dan kondisi setempat. Wawancara dilakukan
terhadap pegawai/ aparat pada bagian pelayanan publik bidang perlindungan sosial di dinas
sosial kabupaten sidoarjo dan penerima manfaat program jaminan kesehatan ekonomi
masyarakat miskin (JKMM) di dinas sosial kabupaten sidoarjo. Dimana wawancara Kkali ini
dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara secara terbuka dan wawancara secara tertutup.
Pelaksanaan wawancara secara terbuka ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan interview
dengan narasumber secara langsung. Kemudian wawancara yang dilakukan secara tertutup itu
dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan seperti contoh

kuesioner.

2. Dokumentasi



Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476) adalah metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, angka tertulis, dan gambar
dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Pendokumentasian
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan
dan penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan, penyediaan atau pengumpulan
bukti informasi seperti gambar, kutipan dari potongan informasi, surat kabar bahkan referensi
lainnya. Dokumen itu sendiri dapat dijadikan sebagai bukti nyata bahwa apa yang peneliti

lakukan adalah nyata dan tidak ada manipulasi data.

Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data berupa
catatan, gambar, dokumen data dan arsip. Yang nantinya akan dikelola sebagaimana mestinya.
Dimana kegiatan dokumentasi ini dilakukan pada saat melakukan penelitian ke lokasi. Obyek
yang akan di dokumentasikan oleh peneliti ialah seperti masyarakat atau pemohon program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), para pegawai yang sedang melakukan
pekerjaan mengurus program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), fasilitas —
fasilitas yang terdapat di lokasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, data — data atau surat — surat

rekomendasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) dan lain sebagainya.

1.6.6 Teknik Analisa data
Teknik analisa data adalah langkah mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk

memecahkan masalah perusahaan atau organisasi tertentu. Teknik analisis data yang digunakan



peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penulis akan menjelaskan permasalahan
yang muncul dengan menggunakan argumentasi yang jelas, terarah dan berfokus pada

pengumpulan data dan informasi melalui wawancara mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaksi Miles,
Huberman dan Sadana (2014). Teknik analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model analisis interaksi dapat

digambarkan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

/

< » | Verifikasi / Penarika
Reduksi Data simpulan

Gambar 1.2 Komponen Kegiatan Analisis Data (Interactive Model Analysis)

(Sumber : Teknik Analisa Data Kualitatif Model Interactive (Miles, Huberman dan Sadana

(2014))

a. Pengumpulan Data



Pengumpulan data adalah latihan pemilihan informasi sebagai laporan yang dihubungkan
sebagai sumber informasi yang akan digunakan sebagai kontribusi untuk mendapatkan data
yang ideal. Informasi menyinggung pemanfaatan persepsi, wawancara dengan analisis dan

laporan yang telah ditetapkan sesuai metode yang tepat.

b. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan data, memusatkan perhatian pada penyederhanaan data,
abstraksi data, serta transformasi kata-kata mentah yang timbul dari berbagai catatan yang

ditulis selama penelitian penyelamatan lapangan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data yang dikumpulkan dan kemudian di perkenalkan atau
ditampilkan sebagai gambaran singkat melalui pesan akun, keterkaitan antara klasifikasi dan
garis besar yang diperlukan untuk memudahkan para ilmuawan untuk memahami apa yang

tersirat. pekerjaan yang diatur berikut harus sesuai dengan pengaturan.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan kemudian
menemukan inspirasi baru atau inovasi baru yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.
Kegiatan ini memungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Dan selain itu penelitian terdahulu
atau past research bertujuan untuk membantu peneliti melakukan penelitian sehingga dapat
melokasikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian yang baru. Penelitian terdahulu
ini merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam proses melakukan penelitian, sehingga
peneliti memperkaya teori atau memperluas gagasan untuk melakukan penelitian baru, guna

meringkas penelitian yang diteliti.

Dari penelitian terdahulu, peneliti telah mengutip beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi
atau rujukan untuk memperkaya literatur penelitian dan memastikan bahwa peneliti memiliki

inovasi, motivasi, usaha, gagasan dan wawasan yang luas dari penelitian terdahulu untuk



melakukan penelitian ini, selain itu, untuk menghindari asumsi yang mirip dengan penelitian ini.
Peneliti dapat melampirkan data dokumen, melampirkan isi penelitian yang berbeda,
melampirkan surat konfirmasi keaslian agar tidak dianggap plagiarisme. Berikut penelusuran
beberapa jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Nama peneliti dan

Judul penelitian Hasil penelitian Penelitian saat ini
Hubaib Alif Khariza Metode penelitian adalah deskriptif | Penelitian ini
(2015) dan  kualitatif. Hasil  penelitian | berfokus pada hasil
Program Jaminan menunjukkan  bahwa pelaksanaan | evaluasi program
Kesehatan Nasional program jaminan kesehatan di Rumah | Jaminan Kesehatan
(Faktor-Faktor Yang Sakit Jiwa Menur berjalan dengan baik | Masyarakat Miskin
Dapat Mempengaruhi dan sesuai dengan prosedur yang ada. | (JKMM) pada Dinas
Keberhasilan Namun, peserta JKN tetap perlu | Sosial Kabupaten
Implementasi Program disosialisasikan sesuai  persyaratan | Sidoarjo
Jaminan Kesehatan yang harus dipenuhi saat dirawat inap,

Nasional Di Rumah Sakit | jadi tidak menghambat pelaksanaan
Jiwa Menur Surabaya) progarm ini.




Munari Kustanto

(2019)

Reproduksi makna
miskin dalam surat
keterangan tidak mampu
(SKTM) untuk pelayanan
kesehatan masyarakat
miskin non kuota di
kabupaten Sidoarjo

Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara dan

observasi  dengan  menggunakan
metode deskriptif dan kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa

rekonstruksi masyarakat miskin yang
bermakna terjadi pada saat informan
terkait dengan akses pelayanan
kesehatan. Melalui dokter/ staf rumah
sakit dan pejabat pemerintah, desa-
desa miskin  direproduksi  untuk
keuntungan komersial dan politik.
Konsekuensi agen yang mengikuti
pemeriksaan dan pengobatan medis

Penelitian ini
berfokus pada hasil
evaluasi program
Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin
(JKMM) Di Dinas
Sosial Kabupaten
Sidoarjo

melebihi  kuota telah mengubah

layanan ini
Suprianto, A., & Teknik pengumpulan data dalam | Penelitian ini
Mutiarin, D. (2017) penelitian ini menggunakan | berfokus pada hasil

Evaluasi Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan
Nasional (Studi Tentang
Hubungan Stakeholder,
Model Pembiayaan dan
Outcome JKN di
Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah

wawancara, kuesioner dan dokumen.
Unit analisis data dalam penelitian ini
adalah Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode Slovin. Teknik
analisis data dalam penelitian ini
menggunakan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, secara
kKhusus terdapat keterkaitan antara
BPJS dengan organisasi kesehatan
yang diatur berdasarkan PP No. 85
Tahun 2013 tentang kerjasama
peningkatan pelayanan kesehatan.
Rumah sakit dan puskesmas yang
bekerja sama dengan BPJS berjalan
cukup baik. Tak kurang dari 90
fasilitas kesehatan di Provinsi Bantul
bekerjasama dengan BPJS.
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Karim, M. I. T., Moenta,
A.P., & Riza, M. (2018).
Implementasi Kebijakan
Pemkot di bagian
Kesehatan Masyarakat
Melalui Jaminan
Kesehatan Nasional.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui implementasi  kebijakan
Pemerintah Daerah Pangkajene dan
Kepulauan dalam penyelenggaraan
jaminan kesehatan masyarakat dan
upaya peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat setempat
melalui program skema jaminan
penyakit nasional. Penelitian ini
merupakan penelitian forensik
eksperimental ~ dengan  penelitian
lapangan sebagai sumber data primer
dan didukung oleh desk research.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi  kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
di bidang kesehatan penyelenggaraan
jaminan kesehatan nasional cukup
baik.
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Nora Eka Putri

(2014)

Efektivitas penerapan
jaminan Kesehatan
nasional melalui BPJS
dalam pelayanan
Kesehatan masyarakat
miskin di kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan campuran dengan
menggunakan interpretasi sekuensial
melalui kuesioner kepada responden
dan wawancara dengan agen BPJS.
Dari kajian tersebut diketahui bahwa
efektivitas pelaksanaan JKN melalui
BPJS memiliki hubungan yang sangat
erat dengan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di kota Padang.
Dari hasil wawancara diketahui bahwa
efisiensi pelaksanaan JKN melalui
BPJS tidak efisien. Efek ini tidak
hanya tercermin dalam kuantitas tetapi
juga dalam kualitas pelayanan medis
yang tercermin dalam daya tanggap,
kesopanan, prestise dan aksesibilitas...
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2.2 Kerangka Konseptual

Undang - Undang No 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona
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2.3 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual merupakan bagian dari laporan penelitian yang memuat berbagai konsep
teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian. Isi dari deskripsi konseptual adalah mempelajari
berbagai teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel
terikat. Deskripsi konseptual menurut Singarimbun dan Effendi (2001:121) makna dari konsep
yang digunakan, memungkinkan peneliti di lapangan untuk mengeksploitasi konsep ini.
Masyarakat Miskin (JKMM), SOP (Standar Operasional Prosedur) Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo, Evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo,
Faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JKMM), hambatan internal dan hambatan eksternal dan juga terdapat dukungan dalam
program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Berikut ini deskripsi konseptual

penelitian akan dijelaskan sebagaimana yang akan di teliti dalam penelitian ini.

2.3.1 Undang - Undang Dasar No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Undang--Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah undang-
undang yang mengatur sistem jaminan sosial, ditandatangani menjadi undang-undang pada
tanggal 19 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. UU
Jaminan Sosial terdiri dari 9 bab dan 53 pasal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
mengatur sistem jaminan sosial nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
pengertian sistem jaminan sosial ini adalah pengertian, yaitu sekumpulan unsur yang sering kali

saling berkaitan membentuk suatu susunan yang utuh dan teratur, konsep diri, teori, prinsip dan



metode. Jaminan atau biasa disebut dengan garansi berarti tanggung jawab atas pinjaman yang
diterima atau biaya penjual atas kerusakan yang ditimbulkan atas barang yang dibeli oleh
pembeli dalam jangka waktu tertentu. Jaminan atau biasa dikenal dengan janji yang dibuat oleh
seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain dan apabila hutang atau
kewajiban itu tidak dapat dipenuhi. Sosial berarti berinteraksi dengan masyarakat, suka
bersosialisasi, tertarik pada kepentingan umum (suka membantu, memiliki sikap baik hati

terhadap orang lain, dll).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan
suatu norma hukum yang mengatur tentang jaminan sosial, dalam penelitian ini peneliti
membahas tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin
merupakan bagian dari bagian sosial tidak dapat tidak hidup sendiri atau merupakan bagian
sosial. yang membutuhkan bantuan orang lain. Karena pada dasarnya manusia hidup
berdampingan. Jaminan sosial adalah jaminan sosial bagi masyarakat untuk menjamin
kehidupannya seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan hari tua, dan lain-lain.
Agar setiap orang memiliki kehidupan dasar yang layak, aman, sehat, penuh dan sejahtera tanpa
rasa khawatir dan duka yang tidak semestinya. Setiap orang berhak meningkatkan harkat dan

martabatnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

2.3.2 Evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
Menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Manajemen dan Konsep Manajemen di Indonesia

mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses membandingkan standar



dengan kenyataan dan menganalisis hasilnya. Kesimpulan adalah penilaian yang melihat
perbandingan antara tujuan dan hasil acara untuk menemukan pertimbangan untuk diikuti.
Dalam pengertian yang lebih spesifik, penilaian melibatkan informasi tentang hasil kebijakan.

Seperti ulasan pekerjaan, ulasan layanan, dan ulasan acara.

Secara umum, evaluasi adalah proses yang sistematis. Evaluasi adalah kegiatan terencana,
terstruktur yang menggambarkan secara jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dan
dilaksanakan secara bertahap atau menurut proses yang telah direncanakan sebelumnya.
Penilaian ini memiliki banyak tujuan dan sasaran khusus yang berbeda untuk mencapai satu
tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini adapun tujuan — tujuan dari kegiatan evaluasi dalam
penelitian ini antara lain :
1. Evaluasi untuk menginformasikan tentang perencanaan suatu pemrograman
2. Evaluasi untuk menginformasikan kelanjutan, perluasan, dan penghentian suatu program
3. Evaluasi untuk mengumpulkan informasi tentang faktor pendukung dan penghambat suatu
program  Evaluasi bertujuan agar memberikan masukan untuk memotivasi dan
pembinaan, pengelolaan dan pelaksanaan suatu program
4. Evaluasi bertujuan agar memberikan masukan untuk memodifikasi suatu program
5. Evaluasi bertujuan agar memberikan saran untuk mengetahui suatu landasan keilmuan

bagi evaluasi suatu program

Evaluasi tidak hanya tentang suatu kegiatan di akhir atau penutup dari suatu program tertentu,

Sebaliknya, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada awal program, selama program



berlangsung, dan pada akhir program setelah program berakhir. Secara keseluruhan, kegiatan
evaluasi terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu antara lain :

1. Kegiatan evaluasi penilaian pada awal program
Evaluasi ini dilakukan pada saat program belum dilaksanakan, dan sebelum terlaksananya suatu
program. Tentukan prioritas dari pilihan yang berbeda dan memungkinkan pencapaian tujuan
yang direncanakan atau dikembangkan sebelumnya.

2. Evaluasi kegiatan evaluasi program
Evaluasi ini dilakukan setelah program dilaksanakan. Menentukan kemajuan pelaksanaan
rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya.

3. Mengevaluasi kegiatan evaluasi di akhir program
Evaluasi ini dilakukan pada akhir program atau evaluasi dilakukan pada akhir program. Hal ini
untuk tujuan pengecekan atau pengecekan apakah pelaksanaan program dapat memperbaiki

permasalahan yang timbul guna mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Peneliti memilih judul evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) karena
peneliti akan mengetahui apakah program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
sudah berjalan dengan optimal atau belum. Didalam kegiatan mengevaluasi ini juga ada
beberapa manfaat yang dapat peneliti gunakan di dalam penelitian, Adapun manfaat dari
kegiatan evaluasi antara lain :

1. Meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan atau inisiatif

2. Pastikan sumber daya manusia yang berguna

3. Tentukan apa dan mengapa rencana itu berhasil atau tidak



4. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memberikan layanan terbaik

5. Mengevaluasi sebuah program untuk melihat apakah itu cocok. Dan mengevaluasi sebuah
program dan kebijakannya

6. Lihat pengembangan kapasitas sumber daya

7. Proses penentuan apakah akan melanjutkan atau menghentikan suatu program

8. Motivasi untuk mengembangkan inisiatif dan meningkatkan kinerja

9. Membuat keputusan yang lebih baik di masa depan

10. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antar kelompok.

Didalam evaluasi program ini tentu saja memiliki fungsi. Berikut ini adapun fungsi dari evaluasi

antara lain :

1. Sumber daya manusia (SDM) atau metode yang paling tepat dapat dipilih dalam suatu
kegiatan. Contohnya : evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM),
evaluasi pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan
apakah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
dalam menangani pelayanan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sudah
berjalan dengan baik atau belum. Apakah SDM di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sudah

memadai atau belum.

2. Merubah dan meningkatkan proses tertentu.
Contohnya yaitu adanya proses evaluasi, program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

(JKMM) peneliti jadi lebih mengerti apakah program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin



(JKMM) sudah berjalan dengan efektif atau belum efektif.

3. Pertimbangan penempatan atau bagaimana pengaplikasiannya.
Contohnya apakah Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah melakukan kerja sama dalam
program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sudah berjalan dengan efektif atau

belum, dan apakah prosesnya sama atau dibedakan dalam setiap Rumah Sakit.

4. Melihat kelemahan dan cari tahu apa penyebabnya. Evaluasi ini sangat condong terhadap

hasil akhir, sehingga mudah untuk melihat kelemahan atau kegagalan dalam suatu kegiatan.

5. Memberikan informasi dimana program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
seberapa jauh kebutuhannya dan kesempatannya yang telah di capai.

6. Memberi masukan kritik dan saran atau ide. Karena dalam evaluasi terdapat pertukaran
pendapat yang bertujuan untuk menindaklanjuti program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin (JKMM) kedepannya.

7. Memberikan sumbangan metode untuk suatu kebijakan program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JKMM).

Evaluasi mempunyai karakteristik yang bertujuan untuk mengkaji secara serius suatu program,
kegiatan, dan kebijakan, atau semacamnya. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang

kegiatan dan hasil program.



Karakteristik merupakan suatu bentuk tanda atau ciri khas yang menandakan atas suatu program
tersebut. Berikut ini akan di sebutkan beberapa karakteristik tentang evaluasi antara lain :

1. Karakteristik Pusat Nilai

Evaluasi berbeda dengan pemantauan. karena menitikberatkan pada evaluasi akhir dari suatu
kegiatan. dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan yang dengannya tujuan ini dapat dicapai

dan bagaimana tujuan kebijakan akan dicapai.

2. Ciri-ciri saling ketergantungan nilai-nilai aktual
Kebutuhan akan evaluasi bergantung pada "fakta™ dan "nilai". Penentuan nilai tidak hanya dilihat
dari proses atau tingkat kinerjanya, tetapi juga dari kenyataan tercapai atau tidaknya tujuan

tersebut.

3. Ciri-ciri orientasi masa kini dan masa lampau
Permintaan penilaian memeriksa hasil saat ini serta membandingkan, mengoreksi, dan
mengamati dengan hasil sebelumnya, sehingga tidak mempertimbangkan hasil di masa

mendatang.

4. Karakteristik kualitas nilai



Persyaratan penilaian adalah kualitas ganda, karena mereka melihat tujuan dan bagaimana

pencapaiannya tertentu.

Di dalam evaluasi terdapat tahapan — tahapan untuk memulai suatu program. Tahapan evaluasi

merupakan langkah — langkah dalam kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan teknik penilaian,

sehingga ada beberapa urutan dan langkah yang harus diikuti. Evaluasi program ini lebih

berfokus pada bagaimana informasi dikumpulkan daripada bagaimana informasi tersebut

diproses. Menurut Notoatmodjo dalam bukunya, tahapan — tahapan atau langkah — langkah

evaluasi meliputi:

1.

Langkah pertama adalah menentukan subjek penilaian, jadi pastikan peneliti sudah
mengetahui apa yang akan dinilai.

Langkah kedua adalah merancang kegiatan penilaian yang dapat menentukan keberhasilan
program studi.

Langkah ketiga adalah menentukan metode atau metode penilaian yang akan digunakan
dalam pencarian program

Langkah keempat adalah mengevaluasi, mengolah data dan menganalisis data dari hasil
evaluasi program.

Langkah kelima adalah menentukan tingkat keberhasilan suatu program yang telah dinilai
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

Langkah keenam adalah membuat rekomendasi program selanjutnya berdasarkan hasil

evaluasi



Disini peneliti akan menjelaskan bahwa evaluasi program JKMM yaitu akan membahas tentang
bagaimana program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sudah tepat sasaran kepada
masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan surat JKMM apa belum dan program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bertujuan untuk berobat maupun dirawat inap
di puskesmas maupun di rumah sakit yang telah dipilih dan disediakan oleh pemerintah. Di
dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) peneliti juga akan
membahas tentang kualitas pelayanan publik yang akan menunjang mensukseskan program
Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JKMM) yang kedepannya dapat menyejahterakan
masyarakat kurang mampu dan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Kualitas pelayanan Rencana Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
meliputi SOP (Standar Operasional Prosedur). Definisi Standard Operating Procedure (SOP)
adalah dokumen yang mengatur tentang prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan guna mencapai hasil kerja yang paling efisien dan efektif dari
karyawan dengan biaya serendah mungkin. SOP (Standard Operating Procedure) ini biasanya
mencakup layanan yang ketika dibuat atau dimodifikasi, menulis metode dan prosedur dan

dilengkapi dengan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52).

Setiap perusahaan atau lembaga instansi, apapun bentuk atau jenisnya, perlu memiliki instruksi
kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya di setiap departemen, jabatan dan unit perusahaan,
perusahaan, instansi. Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu sistem yang
dikembangkan oleh suatu perusahaan atau instansi untuk memudahkan pekerjaan, pengaturan
pekerjaan, dan pengaturan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses atau prosedur untuk

melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.



Pelayanan Jaminan Perlindungan Sosial yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tentu
saja memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) atau mekanisme prosedur dalam melakukan
suatu pekerjaan. Standar Operasional Pelayanan (SOP) di bidang pelayanan jaminan
perlindungan sosial untuk program JKMM yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

dapat diuraikan yaitu :

1. Pemohon datang ke Petugas pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

2. Petugas pelayanan umum mewawancarai dan memberikan informasi serta verifikasi profil
masyarakat

3. Petugas pelayanan umum menjalankan pengembangan surat rekomendasi jaminan kesehatan

4. Penyerahan tanda tangan kepala dinas sosial kabupaten Sidoarjo

5. Surat rekomendasi disampaikan kepada masyarakat penerima JKMM

Definisi dari standar pelayanan, yaitu suatu ukuran yang telah diidentifikasi sebagai standar

pelayanan yang baik. Standar pelayanan ini juga mencakup standar kualitas pelayanan. Standar

pelayanan menurut Mukarom dan Laksana (2018:115) sebagai pedoman bagi penyelenggara

pelayanan dan standar penilaian mutu pelayanan merupakan kewajiban dan janji pengelola

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang cepat, bermutu, mudah, terjangkau dan

terukur. Standar pelayanan pada instansi pemerintah maupun non pemerintah menjadi penting

karena organisasi atau instansi akan berkembang lebih cepat dari waktu ke waktu dan kebutuhan

masyarakat semakin meningkat dan kompleks, sehingga instansi pemerintah perlu memiliki

standar penampilan, pelayanan, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan layanan

yang disediakan oleh organisasi atau lembaga.



2.3.3 Menganalisis faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)

Menurut KBBI, faktor adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang memberikan kontribusi

(mempengaruhi) sesuatu agar terjadi. Pengertian dari faktor yang menyebabkan tingkat

keberhasilan suatu program adalah suatu keadaan dimana program tersebut dapat dorongan,

suport atau dukungan dari dalam lingkungan atau dari luar lingkungan yang biasa di sebut faktor

internal dan faktor eskternal yang menyebabkan suatu program dapat berjalan dengan baik dan

optimal.

Peneliti akan mendeskripsikan tentang analisis faktor yang berpengaruh terhadap program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) yaitu menjelaskan apa saja faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan program JKMM. Ada pula faktor yang berpengaruh terhadap
suatu keberhasilan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagai berikut : Program
JKMM ini sekarang lebih miudah di akses melalui sistem online, sebagai contoh program
JKMM ini sudah bisa di akses melalui aplikasi WhatsAap atau aplikasi Si Whapik (Sistem
WhatsAap Peduli Wong Cilik) Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mengurusnya.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) kedua adalah adanya masyarakat yang sudah mentaati peraturan dalam mengurus
program JKMM sebagai contoh yaitu masyarakat yang hendak mengurus JKMM ke Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo sudah membawa berkas yang sudah tertera di persyaratan, dan sudah
bersikap baik dalam melakukan antrian sesuai nomor antriannya. Faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat keberhasilan Hal ini juga tercermin dari kualitas layanan yang diberikan



oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dan tingkat kinerja Rumah Sakit atau Puskesmas yang
bekerjasama dalam meningkatkan keberhasilan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

(JKMM).

2.3.4 Hambatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)

Hambatan pada dasarnya memiliki arti yaitu halangan atau rintangan dalam melakukan suatu
kegiatan yang membuat kegiatan tersebut menjadi tertunda atau membuat kegiatan tersebut tidak
berjalan dengan baik atau optimal. Pengertian hambatan program adalah suatu hal yang dapat
menghalangi atau menghambat terjadinya pelaksanaan atas suatu program. Pada dasarnya
terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan suatu program, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal.

Sedangkan hambatan pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin antara lain yaitu :
kurang nya sosialisasi antara Rumah Sakit atau Puskesmas sehingga terjadi nya kurang
pemahaman terkait program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), Faktor
penghambat kedua vyaitu terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat contohnya seperti
masyarakat kurang mampu yang menggunakan surat JKMM di Rumah Sakit tetapi tidak segera
dilayani padahal beliau sangat membutuhkan untuk berobat, dan yang dilayani yang mempunyai

kekuasaan atau jabatan tinggi yang tidak tepat sasaran tersebut.



2.3.5 Dukungan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)

Dukungan adalah sesuatu hal yang dapat dirasakan melalui saran, tingkah laku, bantuan,
petunjuk, usulan dan nasehat yang diberikan oleh individu maupun kelompok. Dukungan
program adalah suatu hal yang diberikan oleh seseorang atau individu kepada suatu program
yang bertujuan agar suatu program ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan atau support
yang telah diberikan. Dukungan program dapat berupa suatu pemberian, penghargaan, semangat,
perhatian, pertolongan dan lain sebagainya yang sifathya mendukung suatu program. Contoh
dukungan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yaitu berupa bantuan,
perhatian, serta keadilan seseorang yang diberikan kepada orang lain atau suatu kegiatan.
Bantuan ini dapat berupa dukungan fisik maupun psikologis, seperti perasaan diperhatikan,
dihargai atau diterima. Dukungan ini berupa adanya kegiatan sosialisasi dengan rumah sakit
maupun puskesmas, adanya perubahan peraturan atau persyaratan agar memudahkan masyarakat
untuk memiliki surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), adanya bantuan Dana

APBD dari pemerintah Kota Sidoarjo.



2.4 Tinjauan Pustaka

Menurut Arifin & Zainal (2010), evaluasi adalah proses, bukan hasil (produk). Hasil yang
diperoleh dari kegiatan evaluasi memiliki kualitas tertentu, apakah bernilai atau signifikan.
Evaluasi adalah proses identifikasi yang mengukur atau mengevaluasi apakah kegiatan atau
program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut
Djemari Mardap (2008), evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas, efisiensi atau produktivitas suatu unit kelembagaan dalam melaksanakan
suatu program. Sedangkan evaluasi menurut Miller (2008) adalah evaluasi kualitatif, dimana

hasil pengukuran tes dan data evaluasi digunakan untuk menentukan nilai.

Definisi dari jaminan kesehatan ialah program jaminan bagi masyarakat yang kurang mampu
yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat kurang mampu dan menjamin agar Masyarakat mendapat perlindungan untuk
memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Jaminan Kesehatan adalah jaminan sosial yang
diselenggarakan oleh negara, yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar yang baik dan layak
bagi warga negaranya. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) merupakan
program pemerintah daerah dan masyarakat yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan
secara menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia agar bangsa Indonesia memiliki
generasi yang dapat hidup sehat, sejahtera, dan sejahtera. dan produktif. Program jaminan
kesehatan ini dirancang untuk memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang komprehensif

mulai dari pelayanan preventif seperti vaksinasi, KB, persalinan dll. Pemerintah berperan dalam



menetapkan kebijakan (sebagai regulator) serta dalam mendorong dan memantau pelaksanaan

program jaminan kesehatan.

Disini peneliti akan menjelaskan pengertian kemiskinan, faktor — faktor yang mempengaruhi
kemiskinan, dan ciri — ciri kemiskinan.

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan
hidup dan martabat bangsa yang merdeka. Kemiskinan didefinisikan sebagai sisi buruk yang
menunggu suatu solusi. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh
banyak faktor yang saling terkait, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses
terhadap barang dan jasa, letak geografis, jenis kelamin dan kondisi kehidupan (Rachmawaty,
2011:1-2). Beberapa para ahli berpendapat mengenai definisi kemiskinan yaitu antara lain :

1. Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan dimana
seseorang tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan
juga tidak dapat menggunakan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok.

2. Menurut Bappenas, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami
kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan
kekuatannya.

3. Mencher (dalam Siagian, 2012: 5) menganggap kemiskinan sebagai gejala penurunan
kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau daerah tertentu, sehingga dapat
mempengaruhi kemampuan seseorang atau 'sekelompok orang, ketika pada suatu saat

mereka benar-benar tidak mampu hidup kehidupan yang layak.



Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis
kemiskinan/GK) di kabupaten Sidoarjo pada Maret 2022 berjumlah 125,69 ribu orang. jumlah
tersebut menurun sebanyak 11,46 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 sebanyak
137,15 ribu orang. (Sumber : https://sidoarjokab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/06/34/profil-

kemiskinan-maret-2022-kabupaten-sidoarjo.html )

B. Faktor — Faktor yang menyebabkan kemiskinan
Secara umum faktor-faktor penyebab kemiskinan diklasifikasikan dengan fokus kajian sumber
yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

1. Faktor Internal (faktor dari dalam)
Faktor internal kemiskinan yang muncul dari dalam diri sendiri atau individu yang mengalami
kemiskinan berat berupa kecacatan parsial antara lain: fisik, intelektual, mental, emosional atau

temperamental, spiritual, psikologis, sosial, keterampilan dan aset berharga lainnya.

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar)
Faktor ekstrinsik kemiskinan berasal dari luar diri seseorang atau dari luar individu atau keluarga
yang hidup dan menghadapi kemiskinan. Sedemikian rupa sehingga pada satu titik membuatnya
miskin, termasuk antara lain: terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak ada perlindungan
kepemilikan tanah, terbatasnya kesempatan kerja formal, budaya yang tidak mendukung

kemajuan dan kesejahteraan, pemikiran dari orang — orang terdekat yang tidak mendukung untuk



maju dan sukses, ketidak beranian untuk mengambil resiko dalam menjalani kehidupan, Karena

kondisi geografis yang keras, tandus, terpencil, kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat

miskin. (Sagian, 2012: halaman 114 sampai 116). Dari segi ekonomi, kondisi yang menyebabkan

terjadinya kemiskinan ditandai oleh tiga hal, yaitu:

1.

Ketimpangan dan keterbatasan dalam model pemikiran sumber daya yang menyebabkan
distribusi pendapatan yang tidak merata

Kemiskinan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditinjau dari
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemiskinan bersumber dari perbedaan akses terhadap modal. (Parwadi, 2012:Hal.7).

C. Ada pula ciri-ciri kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu melekat pada masyarakat kecil, kemiskinan

merupakan konsep dan fenomena multidimensi. Kemiskinan ditandai dengan ciri-ciri sebagai

berikut:

1.

Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti
kebutuhan dasar konsumen (makan, sandang, pangan)

Kurangnya akses atau fasilitas untuk kebutuhan dasar hidup lainnya seperti: kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air minum dan transportasi)

Tidak ada masa depan yang pasti (karena kurangnya investasi dalam pendidikan dan
keluarga)

Kerentanan terhadap guncangan atau masalah individu atau kolektif

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam yang terbatas



6. Seseorang yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial

7. Kurangnya akses ke pekerjaan dan penghidupan yang berkelanjutan

8. Ketidakmampuan untuk mengerahkan usaha karena kecacatan seperti cacat fisik atau
mental

9. Disabilitas dan keterbelakangan sosial seperti: anak terlantar, perempuan korban
kekerasan dalam rumah tangga, perempuan korban pelecehan seksual, janda miskin,

kelompok marginal dan terpencil. (Edi Suharto, 2005).

Sementara itu, menurut Siagian, kemiskinan memiliki 5 ciri, yaitu sebagai berikut:
1. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor
produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal yang cukup atau keterampilan yang

memadai.

2. Orang yang pada umumnya tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk
memperoleh harta produktif dengan usahanya sendiri

3. Tingkat pendidikan umumnya sangat rendah

4. Secara umum, mereka termasuk dalam populasi setengah menganggur

5. Banyak orang yang tinggal di kota masih muda karena ingin pergi ke luar negeri dan
berharap mencari pekerjaan di kota, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan dan

pendidikan yang tepat. (Sagian, 2012: 20-23).

Disini akan dijelaskan definisi dari kualitas, pelayanan, dan kualitas pelayanan. Kualitas menurut



para ahli Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam blog yang ditulis oleh Rosianasfar
(2013), mutu berarti derajat baik atau buruknya sesuatu, derajat atau derajat mutu. Mutu dapat
dipahami sebagai segala sesuatu yang mempunyai mutu atau mutu yang baik. Standard
Operating Procedure (SOP) adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan kelancaran

kegiatan operasional suatu organisasi atau bisnis (Sailendra, 2015: 11).

Menurut Tjipto Atmoko (2011), Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman atau
acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai fungsi dan merupakan alat penilaian kinerja
suatu instansi pemerintah berdasarkan spesifikasi teknis, administratif dan prosedural sesuai
proses kerja., prosedur kerja dan sistem kerja di unit kerja terkait. Berikut beberapa definisi SOP

yang diambil dari beberapa sumber buku yaitu :

1. Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan
kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi atau bisnis (Sailendra, 2015: 11).

2. Menurut Moekijat (2008), Standard Operating Procedure (SOP) adalah urutan langkah-
langkah (atau implement — do work) dimana pekerjaan dilakukan, mengenai apa yang harus
dilakukan, bagaimana mengerjakannya apa, kapan, dimana. melakukannya dan siapa yang
melakukannya.

3. Menurut Tjipto Atmoko (2011), Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman
atau dokumen acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Pelayanan Menurut ahli Sinambela, 2008:5 adalah aktivitas atau rangkaian aktivitas yang terjadi

dalam interaksi langsung seseorang dengan orang atau mesin lain secara fisik dan membawa

kepuasan bagi pelanggan. Pelayanan publik adalah kegiatan memberikan pelayanan sesuai



dengan kebutuhan masyarakat yang berkepentingan pada suatu organisasi menurut aturan dan

prosedur utama yang telah ditetapkan.

Menurut  Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Publik di  Indonesia
mengatakan:“Pelayanan adalah proses pemenuhan suatu kebutuhan melalui kegiatan orang lain
secara langsung.” (Moenir, 1992:16). Sebagai bagian dari pelayanan publik di bawah
(Kurniawan 2005:7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas
dasar kebendaan melalui sistem, prosedur, dan cara tertentu dalam rangka memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Bahwa lembaga negara memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat pada hakekatnya merupakan fungsi aparatur negara sebagai pegawai
negeri. Pengertian faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:2010) adalah tabrakan,
pengaruh yang memiliki konsekuensi positif dan negatif. Pengaruh kekuatan yang ada dan
berasal dari sesuatu (seseorang atau benda) yang membantu membentuk karakter, kepercayaan,

atau tindakannya. Faktor terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Adalah pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang atau dari orang itu sendiri. Pengaruh
internal pada umumnya merupakan sifat dan sikap yang menimbulkan masalah sosial, yaitu
kemalasan, mudah menyerah, acuh tak acuh, dll. Faktor Internal yang mempengaruhi program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin diantaranya: kondisi fisik, ekonomi, sosial, kepemilikan

kendaraan, waktu/kesempatan dan kualitas sumber daya manusia (NNL).

2. Faktor Eskternal

Faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Unsur ini dipengaruhi oleh lingkungan



sekitar kita. Faktor Eksternal yang mempengaruhi program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin diantaranya : Puskesmas, Rumah Sakit, Sistem JKMM, Tenaga Medis swasta, fasilitas,
infrastruktur, perangkat desa, perangkat kabupaten, kearifan lokal, kebijakan dan peraturan

perundang-undangan pemerintah daerah.

Bagaimana hambatan serta dukungan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM)

1. Hambatan

Hambatan adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan suatu
operasi dan tidak dapat dilakukan dengan benar. Menurut Oemar (1992:72) Hambatan yaitu
segala sesuatu yang sifatnya menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui oleh manusia
atau individu dalam kehidupan sehari — sehari yang datangnya selalu menimbulkan hambatan
bagi individu yang menjalankannya susah untuk mencapai tujuan. Hambatan terdapat 2 jenis

yaitu hambatan yang bersumber dari dalam dan hambatan yang bersumber dari luar.

A. Hambatan Internal
Hambatan atau penghalang internal adalah halangan atau rintangan yang disebabkan oleh
lingkungan sekitar. Hambatan internal dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) contohnya kurangnya SDM sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas sebagai

petugas pelayanan di bidang jaminan sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, sehingga



menyebabkan proses tidak berjalan dengan optimal.

B. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal adalah hambatan atau hambatan yang disebabkan oleh pihak luar atau
infrastruktur.
2. Dukungan
Dukungan adalah suatu bentuk bantuan, perhatian, serta keadilan seseorang yang diberikan
kepada orang lain atau suatu kegiatan. Bantuan ini berupa dukungan fisik maupun psikologis,

seperti perasaan dicintai, dihargai, atau diterima.
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GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
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Gambar 3.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Kota Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa penjajahan Hindia
Belanda, wilayah Sidoarjo yang dikenal dengan nama Sidokare merupakan bagian dari kerajaan
Surabaya. = Dengan adanya kantor dinas sosial ini dapat membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemasyarakatan. Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo berkedudukan di JI. Pahlawan No. 45 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah Instansi Pemerintah Kota Sidoarjo membidangi
masalah pemberdayaan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan bantuan jaminan

sosial serta perlindungan sosial.

Ada beberapa layanan yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo diantaranya sebagai
berikut :
a. Pelayanan Surat Rekomendasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
persyaratan untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yaitu :
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan
Mengetahui Camat setempat
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu / Miskin yang ditandatangani pemohon diatas materai Rp.
10.000 (mengetahui RT, RW, Lurah/ Kades dan Camat setempat)
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Foto Copy Surat Rujukan atau Rawat Inap dari RSUD Sidoarjo atau Puskesmas setempat
5. Bagi Pasien yang sakit karena kecelakaan Lalu Lintas harus dilengkapi Surat Keterangan
dari Kepolisian setempat;

Jangka Waktu Pelayanan : 1 hari setelah persyaratan administrasi lengkap.



Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

b. Pelayanan Surat Keterangan untuk masyarakat miskin yang membutuhkan perawatan di

RSUD Dr. Soetomo dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya

Persyaratan surat keterangan perawatan RSUD Dr. Soetomo dan RSJ Menur :

1.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan
Mengetahui Camat setempat

Surat Pernyataan Tidak Mampu / Miskin yang ditandatangani pemohon diatas materai Rp.
10.000 (mengetahui RT, RW, Lurah/ Kades dan Camat setempat)

Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Foto Copy Surat Rujukan dari RSUD Sidoarjo atau Surat Rawat Inap dari RSUD DR
Soetomo atau RSJ Menur

Bagi Pasien yang sakit karena kecelakaan Lalu Lintas harus dilengkapi Surat Keterangan

dari Kepolisian setempat

Jangka Waktu Pelayanan : 1 Hari setelah persyaratan administrasi lengkap.

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

c. Pelayanan Rekomendasi pengunduran peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBD atau

APBN

Persyaratan pengunduran diri kepesertaan JKN KIS PBI :

1.

Kartu Asli BPJS-PBI-APBD maupun BPJS-PBI-APBN



2.

3.

4.

Membuat surat pernyataan pengunduran diri diatas materai 10.000
Foto copy Kartu Keluarga (KK)

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jangka Waktu Pelayanan : 1 hari setelah persyaratan administrasi lengkap.

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

d. Pelayanan Rekomendasi pengangkatan anak atau adopsi anak

Persyaratan rekomendasi pengangkatan anak :

1.

2.

8.

9.

Surat keterangan sehat dari rumah sakit (asli)

Surat keterangan kesehatan jiwa Calon Orang Tua Asuh (COTA) dari dokter spesialis
jiwa dari rumah sakit (asli)

Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obstetri dan
ginekologi serta andrologi dari rumah sakit pemerintah (asli)

Surat keterangan Bebas Narkoba (Asli)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat (asli)

Foto copy akta kelahiran COTA

Foto copy surat nikah/akta perkawinan COTA (dilegalisir)

Kartu Keluarga (KK) COTA

Kartu Tanda Penduduk (KTP) COTA

10. Foto Copy Akta Kelahiran (CAA)

11. Foto Copy Akta Nikah, KTP & KK orang tua kandung CAA

12. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (asli)



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

foto Copy KTP saksi-saksi dari pihak CAA dan pihak COTA

surat penyerahan anak dari orang tua kandung / lembaga ke COTA

Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa
diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup
Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai
asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak

Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat
perempuan dan membari kuasa kepada wali hakim

Surat pernyataan COTA bahwa COTA akan memberikan hibah sebagian hartanya bagi
anak angkatnya

Surat Pernyataan bahwa COTA akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan
untuk calon Anak Angkat

Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA

Surat pernyataan motivasi COTA dikertas bermaterai cukup yang menyartakan bahwa
pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak

Surat pernyataan dokumentasi adopsi adalah dokumen yang sah

Surat Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi sosial setempat

Surat pernyataan persetujuan dari anak kandung COTA yang sudah berusia di atas 12
tahun (jika COTA telah memiliki anak)

Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah
mampu menyampaikan pendapatnya

Foto COTA dan calon anak angkat ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar



27. Foto depan rumah dan foto anak angkat ukuran 4R sebanyak 2 lembar.

Jangka Waktu Pelayanan :10 Hari setelah persyaratan administrasi lengkap.

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

e. Pelayanan Penerbitan surat tanda pendaftaran (STP) Yayasan Sosial di Kabupaten Sidoarjo

Persyaratan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Sosial :

1.

2.

8.

9.

Surat permohonan pendaftaran / pepanjangan tanda Yayasan Sosial (asli dan foto copy)
Akte Pendirian Yayasan (asli dan fotocopy)

Surat pengesahan yayasan dari Kemenkumham

Surat Keterangan Domisili (asli)

Surat Organisasi Yayasan dan Pengurus Yayasan (foto copy)

Identitas pengurus yayasan (foto copy)

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (asli dan fotocopi)

NPWP yayasan (asli dan fotocopi)

Data jumlah anak yang dilayani (meliputi : nama, umur, keterangan lain).

Jangka Waktu Pelayanan : 4 Hari setelah semua persyaratan administrasi sudah lengkap.

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

f.  Maklumat Pelayanan

g. Pelayanan pengaduan



h. Motto pelayanan

Gambar
MOTTO PELAYANAN 3.2 Motto
DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO
pelayanan
Dinas
Sosial

ARG ARG ORESESKNEINEF = SOLUTIF

Kabupaten Sidoarjo

I. Pelayanan Surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
Persyaratan Pelayanan :

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Jangka Waktu Pelayanan : Same day (Setelah administrasi lengkap) Jika dokumen diterima
sampai dengan pukul 12.00 WIB, maka Rekomendasi terbit Pukul 13.00 WIB. Jika dokumen
diterima sampai dengan pukul 15.00 WIB, maka Rekomendasi terbit Pukul 16.00 WIB
Apabila berkas diterima lebih dari pukul 15.00 WIB, maka Rekomendasi terbit 1 hari kerja

Biaya/ Tarif : Tidak Ada Biaya / Tarif

J. Pelayanan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Bantuan



Pangan Non Tunai Nasional (BPNTN)
Persyaratan Pelayanan :

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Foto Rumah Tampak Depan

4. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Jangka Waktu Pelayanan : Minimal 6 bulan bisa dilakukan pengecekan terhadap usulan pada
aplikasi SIKS-NG

Biaya/ Tarif : Tidak Ada Biaya/ Tarif

k. Pelayanan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD
Persyaratan Pelayanan :
1. Warga miskin yang belum mendapat bantuan social BPNT APBN
2. Data calon penerima BPNT APBD yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial
melalui Kecamatan setempat
3. Data calon penerima bantuan BPNT APBD akan dilakukan verifikasi dan validasi data
dengan menyandingkan dengan data penerima bantuan BPNT APBN
Jangka Waktu Pelayanan : Setiap bulan (Setelah administrasi lengkap) Pencairan dan pemberian
bantuan social BPNT APBD dilaksanakan setiap bulan.

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

I. Pelayanan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



Persyaratan Pelayanan :

1. Keluarga rentan dan miskin berdasarkan data DTKS Apabila ada yang tidak masuk

dalam data DTKS, maka maksimal sebanyak 20% dari total anggota KUBE

2. Bukan PNS atau pensiunan TNI-Polri

3. Kepala Keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga

4. Beranggotakan 5 — 10 KK

5. Berdomisili tetap

6. Usia produktif 18 s/d 58 tahun

7. Menyiapkan kesediaan bergabung dalam kelompok

8. Memiliki usaha atau potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.
Jangka Waktu Pelayanan : Satu kali dalam satu tahun anggaran (Setelah administrasi lengkap)
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melaksanakan verifikasi dan validasi data pada kelompok
KUBE, Setelah penetapan penerima bantuan KUBE, maka akan dilakukan pencairan bantuan
untuk KUBE sesuai dengan proposal atau permintaan KUBE yang telah diverifikasi melalui
instrumen syarat dan ketentuan bagi penerima bantuan KUBE

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif yang dibebankan kepada penerima manfaat.

m. Standar pelayanan pemberian makanan gratis bagi warga miskin
Persyaratan Pelayanan :
1. Indikator penerima bantuan makanan gratis bagi warga miskin:
1) Warga miskin

2) Warga lanjut usia miskin / terlantar



3) Warga ODGJ dan atau disabilitas berat yang belum mendapat bantuan
2. Data penerima permakanan diusulkan oleh Desa/Kelurahan melalui Kecamatan setempat
3. Jumlah penerima bantuan makanan gratis di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 730 orang,
dengan pemberian bantuan 2 kali makan sekari yang dikirim sekali sehari
4. Penyedia yang melaksanakan, merupakan UMKM Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai
NIB penyediaan makanan dan minuman
Jangka Waktu Pelayanan : Same day (Setelah administrasi lengkap)
Penyedia mengirim makanan ke alamat penerima manfaat sekali sehari dengan 2 menu, yaitu
untuk makan pagi dan makan siang. Makanan dikemas dalam rantang 2 susun, masing-masing
susun berisi 1 menu makanan, Penerima manfaat telah menerima makanan, selambat-lambatnya
pukul 11.00 WIB setiap hari, kecuali pada saat Bulan Puasa Ramadhan, maka makanan akan
dikirim pada sore hari, selambat-lambatnya pukul 16.30 WIB;
Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif yang dibebankan kepada penerima manfaat.
Anggaran APBD adalah seharga Rp. 15.000,- per menu. Harga tersebut sudah termasuk pajak-

pajak dan biaya distribusi ke alamat masing-masing penerima manfaat.

n. Pelayanan Bantuan korban bencana alam
Persyaratan Pelayanan :
1. Kepala Dinas Sosial menerima permohonan bantuan logistik untuk masyarakat Korban
Bencana Alam sesuai masa tanggap darurat dan disertai data pendukung sbb
2. Laporan Bencana Alam/surat permohonan bantuan Bencana Alam

3. Melampirkan Kartu Keluarga (KK)



4. Melampirkan foto wilayah yang terkena bencana
Jangka Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari sejak surat permohonan bantuan diterima

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

0. Pelayanan Pemulangan orang terlantar
Persyaratan Pelayanan :

1. Mengisi buku tamu

2. Penerima pelayanan hadir langsung ke Dinas Sosial dengan menunjukkan identitas dan
berkas yang diperlukan terutama surat pengantar dari pihak Kepolisian

Jangka Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima
Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

p. Pelayanan Bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu
Persyaratan Pelayanan :

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online dengan mengunggah dokumen yang
dipersyaratkan dan menyerahkan berkas persyaratan berupahard copykepada perangkat
daerah penyelenggara program beasiswa;

2. Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP);

3. Terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan
aktif kuliah dan kartu identitas mahasiswa dari Perguruan Tinggi;

4. Tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun yang

diketahui oleh Perguruan Tinggi;



5. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti
pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo;
6. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melampirkan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kecamatan

Jangka Waktu Pelayanan : 1 kali dalam 1 Tahun Anggaran (Setelah administrasi lengkap)
Setelah Bupati menetapkan keputusan tentang penerima beasiswa, maka Dinas Sosial akan
meminta data nomor rekening kepada penerima beasiswa. Dinas Sosial akan mentransfer
bantuan beasiswa kepada rekening masing-masing penerima melalui Bank Jatim Cabang

Sidoarjo

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif yang dibebankan kepada penerima manfaat.

Anggaran bantuan APBD adalah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk masing-masing penerima

g. Pelayanan Usulan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT)
Persyaratan Pelayanan :
1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) usulan penerima
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
2. Surat Pernyataan dari Pabrik Rokok yang mengusulkan buruh pabriknya sebagai penerima
BLT DBHCHT
3. Surat penunjukan sebagai tenaga administrasi perusahaan pengelola data usulan penerima

BLT DBHCHT dari pemilik pabrik rokok.



Jangka Waktu Pelayanan : 1 bulan sekali (Setelah administrasi lengkap) BLT DBHCHT
diberikan 1 bulan sekali kepada penerima manfaat, yang disalurkan 3 bulan sekali.

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

r. Pelayanan Bantuan sosial penyandang disabilitas berat (PDB)
Persyaratan Pelayanan Proposal diajukan kepada Dinas Sosial berisi :
1. Surat pengajuan yang ditandatangi oleh pemohon atau Desa/Kelurahan mengetahui Camat
setempat
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Foto Calon Penerima Bansos.
Jangka Waktu Pelayanan : 1 tahun (usulan Bansos dilakukan setahun sebelum pelaksanaan)

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

s. Pelayanan Bantuan sosial barang / natura pemakanan anak dalam panti / LKSA
Persyaratan Pelayanan Proposal diajukan kepada Bupati berisi :

1. Surat pengajuan yang ditandatangi Ketua Panti

2. Surat Keputusan Kemenkumham

3. Surat Tanda Pendaftaran (STP) terbaru

4. Struktur Organisasi Panti

5. Surat Keterangan Domisili terbaru

6. AD/ART Panti



7. Akte Notaris terbaru

8. NPWP Panti Asuhan

9. Daftar Nama Anak dalam Panti.
Jangka Waktu Pelayanan : 1 tahun (usulan Bansos dilakukan setahun sebelum pelaksanaan)
Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif
t. Bantuan alat bantu kursi roda penyandang disabilitas dan lanjut usia (LANSIA)
Persyaratan Pelayanan Proposal diajukan kepada Dinas Sosial berisi :

1. Surat pengajuan yang ditandatangi oleh pemohon atau Desa/Kelurahan mengetahui Camat

setempat

2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Foto Calon Penerima Bantuan.
Jangka Waktu Pelayanan : 1 tahun (dalam tahun yang sama/ tahun berjalan)

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

u. Bantuan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas
Persyaratan Pelayanan Proposal diajukan kepada Dinas Sosial berisi :
1. Surat pengajuan yang ditandatangi oleh pemohon atau Desa/Kelurahan mengetahui Camat
setempat
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Foto Calon Penerima Bantuan



Jangka Waktu Pelayanan : 1 tahun (dalam tahun yang sama/ tahun berjalan)

Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

v. Pelayanan Penyaluran bantuan sosial untuk janda printis kemerdekaan.
Persyaratan Pelayanan : Terdaftar dalam organisasi veteran Kabupaten Sidoarjo sebagai janda
perintis kemerdekaan
Sistem Mekanisme dan Prosedur :
1. Tim Pelaksana melakukan verifikasi data penerima Bantuan Sosial Uang dan belanja
barang untuk Janda Perintis Kemerdekaan ke Organisasi Veteran
2. Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak bank untuk proses penyaluran
Bantuan Sosial uang Tunai dan belanja barang untuk Janda Perintis kemerdekaan
3. Tim pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan untuk memastikan
penyaluran bantuan uang dan belanja barang dengan adanya realisasi penyaluran bantuan
4. Tim pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
5. Tim pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang tunai
dan belanja barang untuk janda perintis kemerdekaan)
Jangka Waktu Pelayanan : Bantuan uang tunai (setiap bulan), Bantuan barang (2 kali dalam satu
tahun)
Biaya/ Tarif : Tidak ada biaya/tarif

Produk Pelayanan : Bantuan uang tunai dan Bantuan barang



3.2 Visi, Misi, Motto, Tujuan, dan Sasaran yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo
1. VISI : “Terwujudnya Kota Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan
Berkelanjutan.”

2. MISI : “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan berfokus pada Kemandirian
Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri
Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.”

3. MOTTO : “Cepat, Mudah, dan Murah”

4. TUJUAN : “Meningkatan Kesejahteraan Sosial”.

5. SASARAN : “Meningkatkan Kualitas Layanan PPKS”



3.3 Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
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Sebagaimana dalam penyelenggaraannya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tugas

dan fungsinya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo. Berikut adalah tugas dan struktur organisasi staf kantor dinas sosial kabupaten

Sidoarjo yang terdapat di struktur organisasi diatas :

A. Kepala Dinas

Bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi, mengevaluasi dan

menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Service Manager

memiliki fungsi sebagai berikut:

1.

Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi
petunjuk untuk Menyusun rencana kerja.

Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja dinas sosial dengan mengarahkan dan
membimbing penetapan pencapaian tujuan program.

Merumuskan kebijakan, strategi dan rencana kerja kemasyarakatan dan kependetaan
Menandatangani surat-surat resmi untuk tertib operasi

Mengembangkan rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis pemerintah provinsi
melalui usulan program, isu dan skala prioritas untuk memperjelas arah penyusunan rencana.
Melaksanakan pembinaan gugus fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk

mengoptimalkan kerja



10.

11.

12.

13.

14.

15.

B.

Memantau dan mengevaluasi kegiatan sosial di Kabupaten dan Kota sesuai dengan undang-
undang yang berlaku untuk mengetahui hasil yang dicapai.

Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD terhadap hasil yang
dicapai dalam hal pencapaian kegiatan dalam rangka pertanggungjawaban kinerja kegiatan
Instansi pemerintah

Desentralisasi dan desentralisasi pelayanan publik di bidang social

Pembentukan lembaga pengelola pelayanan sosia

Instruksi untuk melakukan sub-tugas

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kedinasan

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Raja Bupati

Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan fungsinya.

Direktur cabang berwenang untuk menandatangani otorisasi sosial yang tidak dikelola oleh

Kantor Investasi dan Layanan Khusus.

Sekretariat

Sekretariat menurut Saiman dalam (Sedianingsih, 2010) adalah tempat berlangsungnya kegiatan

kerja secara teratur di suatu kantor atau lokasi tertentu yang telah ditentukan untuk mencapai

tujuan bersama.Sekretariat menurut Wursanto dalam (Sedianingsih 2010) adalah tempat

sekretaris dan stafnya melakukan kegiatan di sekretariat atau lingkungan administrasi meliputi

segala kegiatan pengurusan surat menyurat (penerimaan), mencatat, menyalin, mengirim dan

menyimpan segala informasi penting dibutuhkan untuk organisasi.



Menurut The Liang Gie dalam (Sedianingsih 2010), fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:

A. Mengumpulkan

Adalah kegiatan untuk mencari dan mencoba untuk menghasilkan semua informasi yang tidak
tersedia atau tersebar di mana-mana, dan kemudian membuatnya siap untuk digunakan saat
dibutuhkan.

B. Catatan

Adalah tindakan melampirkan informasi yang diperlukan untuk membuat dokumen yang dapat
dibaca, dikirim, dan disimpan menggunakan berbagai alat tulis.

C. Mengelola
Adalah serangkaian kegiatan yang melakukan informasi untuk menyajikannya dalam bentuk
yang lebih bermanfaat.

D. Menggandakan atau menduplikatkan
Adalah suatu kegiatan yang direproduksi dengan sarana dan alat sebanyak mungkin.

E. Mengirim
Adalah kegiatan yang mentransfer dengan berbagai cara dan alat dari satu departemen ke
departemen lainnya

F. Menyimpan
Adalah kegiatan menempatkan kendaraan dan alat-alat yang disediakan di tempat tertentu yang

aman

Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas untuk melakukan kegiatan



perencanaan, melaporkan, umum, kepegawaian, serta keuangan. Sekretariat juga memiliki fungsi
antara lain :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan laporan

2. Pelayanan administrasi umum dan personalia

3. Pengelolaan keuangan dan administrasi

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan penugasannya

C. Subbag Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas dan fungsi antara lain :

1. Melakukan pelayanan administrasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya

3. Menerapkan manajemen barang

4. Menerima dan mengkoordinir pengaduan masyarakat dan pelayanan pelacakan permohonan
izin

5. Memberikan pelatihan staf dan manajemen

D. Subbag Perencanaan dan Keuangan
Adapun fungsi dari Subbag Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :
1. Menyusun laporan kinerja dinas

2. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam dokumen rencana program



3. Menyiapkan rencana permintaan anggaran
4. Melakukan pengelolaan keuangan
5. Pelaporan manajemen keuangan

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya

E. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan perlindungan sosial bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan,

mempromosikan, menyelenggarakan dan memantau perlindungan sosial bagi korban bencana

dan korban bencana sosial, serta pelayanan jaminan sosial, asosiasi keluarga.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.

2.

Mengembangkan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial
Menyelenggarakan pekerjaan jaminan sosial dan patronase

Laporan pelaksanaan pekerjaan jaminan sosial dan sponsorship.

Pembinaan program, koordinasi, orientasi, pengaturan dan pengendalian pekerjaan
perlindungan sosial bagi korban bencana alam

Menyusun program, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengatur dan mengendalikan
pekerjaan perlindungan sosial bagi korban kejahatan sosial

Pengembangan program, koordinasi, pelatihan, pengaturan dan pengendalian pekerjaan

perlindungan sosial keluarga

Adapun unsur — unsur organisasi yang menangani di bagian Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu antara lain:



1. Kementerian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Departemen Asuransi Sosial Korban Bencana Sosial

3. Departemen Asuransi Sosial Keluarga

F. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Bidang pelayanan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi
antara lain:

1. Penyusunan pedoman teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial

2. Pelaksanaan tindakan pelayanan dan rehabilitasi sosial

3. Pelaporan pelaksanaan upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial

4. Pemenuhan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sebagai bagian dari tugasnya

Didalam Bidang pelayanan rehabilitasi ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. Bagian pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak yang lebih tua
2. Bagian pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

Tugas dan tanggung jawab bagian pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia adalah
sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis dan rehabilitasi sosial bagi anak dan
lanjut usia

3. Penyusunan laporan teknis pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut



usia

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sebagai bagian dari tugasnya

Tugas dan fungsi Bidang bagian pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat sebagai

berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelayanan rehabilitasi sosial bagi
penyandang cacat

2. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas, antara lain penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, disabilitas mental,
disabilitas ganda dan penyandang gangguan kesehatan jiwa.

3. Penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan teknis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
cacat

4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala cabang sebagai bagian dari tugasnya.

G. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Bagian pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin memiliki fungsi diantaranya :
1. Merancang kebijakan pemberdayaan sosial dan teknis bagi masyarakat miskin
2. Pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat miskin
3. Pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan fakir miskin
4. Manajemen penyuluhan miskin dan pelatihan keterampilan usaha mencakup kegiatan
yang memberdayakan penentuan nasib sendiri, mendukung dan memfasilitasi kebutuhan

sosial ekonomi, keluarga rentan dan masyarakat terpencil.



5. Menyiapkan bahan laporan untuk melaksanakan implementasi fakir dan miskin

H. Unit Pelaksana Teknik Liponsos

Unit pelaksana Teknik liponsos adalah komponen implementasi khusus dinas atau lembaga yang
bertugas menyelesaikan sebagian kegiatan dinas sosial yang sifatnya khusus, fungsional dan
dukungan tambahan tertentu. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang manajer yang
berkompeten melapor kepada kepala dinas dan instruksi khusus dilaksanakan oleh manajer

lapangan sesuai dengan tugasnya.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok fungsional adalah tugas yang menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai negeri (PNS) dalam suatu unit organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada kompetensi dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Tugas
kelompok fungsi Tugas adalah melaksanakan sebagian tugas dinas sosial sesuai dengan keahlian

dan kompetensinya.

J. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unsur Pelaksana Teknis Pelayanan (UPT) yang berperan dalam melaksanakan sebagian tugas

pelayanan sosial yang secara teknis fungsional dan memerlukan dukungan khusus. Fungsinya :



1. Menyusun program UPT dan perencanaan operasional
2. Pelaksanaan seleksi calon, pelaksanaan jaminan sosial

3. Implementasi layanan sosial, implementasi layanan yang memenuhi kebutuhan dasar

pelanggan

4. Melakukan perundingan pelayanan sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat,

5. Persiapan bahan pendukung teknis

6. Pengembangan lebih lanjut hingga akhir kontrak layanan, pembuatan materi pendukung teknis
7. Pelaksanaan kerjasama pelayanan dan perlindungan sosial

8. Mempersiapkan dukungan teknis untuk penjualan/pengiriman dan penjadwalan janji

temu/onboarding pelanggan,

9. penegakan administrasi,

10 pelaksanaan PNS

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

12. Pemenuhan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sosial.

3.4 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai peran
dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Dinas
Sosial Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan bidang sosial
2. Pelaksanaan kebijakan sosial
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial
4. Penerapan manajemen sosial

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam menjalankan tugasnya

3.5 Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
Strategi bertempat di Dinas Sosial Sidoarjo, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas program rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial (PPKS)
2. Peningkatan keterampilan pekerja sosial yang melayani (PPKS)
3. Memetakan dan memperkuat potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) serta
memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

3.6 Daftar Hukum Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)
Daftar Hukum tentang pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) yang terdapat
pada kantor dinas sosial kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan



Sosial,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial,

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Jaminan

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu;

3.7 Sarana dan Fasilitas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Sarana dan Prasarana atau Fasilitas yang terdapat pada pelayanan di Kantor Dinas Sosial

Kabupaten Sidoarjo yaitu antara lain :

1.

2.

Printer
Komputer atau Laptop
Scanner

Aplikasi BPJS



5. Alat tulis kantor (ATK)

(2]

. Jaringan Internet WIFI

~

. CCTV Kamera Tersembunyi

©

Alat komunikasi telepon

©

Ruang kerja dengan pendingin ruangan AC
10. Meja dan kursi

11. Ruangan tunggu yang luas, bersih, nyaman serta mematuhi protokol kesehatan

Gambar 3.4 Fasilitas Ruang tunggu Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

(Sumber : Dokumentasi Penelitian April 2023)



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas tentang penyajian data, peneliti telah melakukan kegiatan wawancara
dan dokumentasi di lapangan yang beralamat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Peneliti telah memawawancarai pihak yang terlibat sebagai narasumber atas judul penelitian ini
yaitu Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) Bagi Masyarakat
Kurang Mampu Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan melampirkan atau
deskripsikan penelitian yang ditemukan relevan dengan jawabannya dan menjelaskan rumusan
masalah yang terdapat pada bab 1 bagaimana Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JKMM) bagi masyarakat kurang mampu. pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Perumusan masalah yang kedua yaitu tentang apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan
program Jaminan Kesehatan masyarakat miskin (JKMM) pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Perumusan masalah yang terakhir yaitu tentang hambatan — hambatan serta dukungan apa saja

yang mempengaruhi dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas



Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Ella
selaku staff layanan di Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Bapak Tino selaku staff
layanan di Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Peneliti juga akan melakukan wawancara
dengan masyarakat yang mengajukan atau menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

(JKMM).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara yang menghasilkan data
berupa kata-kata dan selebihnya akan di tambahkan dengan pengambilan data dokumentasi yang
dilakukan oleh peneliti. Wawancara berguna untuk mencari informasi sebanyak — banyaknya
dari informan, dan kata — kata yang didapatkan dapat ditampilkan dengan mendeskripsikan dan
menganalisis menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman
yang lebih dalam tentang jawaban dan kesimpulan atas topik ini yang terdapat di perumusan
masalah. Peneliti juga akan melampirkan hasil dokumentasi yang berupa data gambar atas

informasi mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM).

Pada penelitian ini masyarakat atau narasumber ada 7 orang, yaitu 2 orang merupakan staff
pelayanan publik bidang jaminan perlindungan sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo, dan 5 orang warga Sidoarjo yang menggunakan program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JKMM).



Tabel 4.1

Nama — Nama Narasumber Penelitian

No Nama Narasumber Keterangan

1 Ibu Ella Staff Pelayanan Publik Bidang Jaminan
Perlindungan Sosial

2 Bapak Tino Maulana Staff Pelayanan Publik Bidang Jaminan

Perlindungan Sosial

3 Rahayu Masyarakat Penerima JKMM
4 Bapak Rahmadi Masyarakat Penerima JKMM
5 Ibu Yanti Masyarakat Penerima JKMM
6 Ibu Suryati Masyarakat Penerima JKMM
7 Bapak Choirul Chalim Masyarakat Penerima JKMM

(Sumber : Hasil Penelitian Bulan April 2023)

Dari data informan atau narasumber diatas peneliti akan menguraikan lagi kedalam kategori atau

karakteristik, dimana kategori nya diklasifikasi dengan maksud untuk memudahkan pengetahuan



informan atau narasumber sebagai sumber data yang dimiliki peneliti.

Penggolongan atau pengkarakteristikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status pekerjaannya.

Berikut ini tabel penggolongan atau karakteristik informan atau narasumber.

Tabel 4.2

Karakteristik Narasumber

No Nama Jenis Usia Pekerjaan
Kelamin
1 | lbuElla Perempuan 30 tahun Staff Pelayanan Publik
Bidang Jaminan

Perlindungan Sosial

2 | Bapak Tino Laki — laki 32 tahun Staff Pelayanan Publik
Bidang Jaminan

Perlindungan Sosial

3 | Rahayu Perempuan 30 tahun Karyawan swasta

4 | Bapak Rahmadi Laki — laki 48 tahun Petani / Pekebun

5 | Ibu Yanti Perempuan 40 tahun Ibu rumah tangga




6 | Ibu Suryanti Perempuan 39 tahun Ibu rumah tangga

7 | Bapak Choirul | Laki - laki 55 tahun Karyawan swasta
Chalim

(Sumber : Hasil Penelitian Bulan April 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat peneliti jelaskan bahwa informan atau narasumber 3 pria dan 4
wanita. Perbedaan gender atau jenis kelamin informan justru lebih banyak perempuan daripada
laki-laki. Dan rata — rata usia informan 30 tahun sampai 55 tahun. Bahwasannya yang
berkunjung ke Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tergolong kategori usia dewasa yaitu usia diatas
20 tahun keatas dan 60 tahun ke bawah. Sedangkan pekerjaan masyarakat Kota Sidoarjo rata —

rata karyawan swasta dan yang perempuan sebagai ibu rumah tangga.

4.1.1 Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)

Evaluasi pelayanan program jaminan kesehatan berguna untuk mengetahui seberapa bagus / baik
kinerja pelayanan yang terdapat di sebuah instansi atau perusahaan. Evaluasi merupakan sebagai
bahan pembelajaran atau sebagai acuan untuk menjadi lebih baik kedepannya. Begitu pun
dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang memiliki berbagai pelayanan program salah
satunya yaitu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), pasti memiliki kegiatan
evaluasi untuk menjadikan kualitas pelayanan yang lebih baik kedepannya. Untuk memastikan
bahwa adanya kegiatan evaluasi pelayanan jaminan perlindungan sosial pada program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini, peneliti

akan melakukan wawancara kepada Narasumber Ibu Ella dan Bapak Tino, selaku staff pelayanan



bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Narasumber 1 : “Ada evaluasi, evaluasi nya diadakan setiap tahun, contoh evaluasinya : adanya
evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, laporan bulanan dan tahunan kepada atasan
kemudian evaluasi kinerja per triwulan, dan yang terakhir adanya review standar pelayanan yang

melibatkan 5 unsur masyarakat (akademis, lintas sektor, media masa, pengguna layanan,
praktisi).

Narasumber 2 : “Jelas ada evaluasi setiap tahun. Evaluasi nya meliputi :laporan surat masuk dan
surat keluar setiap bulan kepada atasan langsung, evaluasi kinerja per triwulan, evaluasi melalui
survei kepuasan masyaraka (SKM).

Berikut hasil dari wawancara diatas dapat saya jelaskan atau saya sampaikan bahwa kegaiatan
evaluasi tersebut telah ada dan telah dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo,
dan pelaksanaannya setiap setahun sekali dan selalu menerapkan kegiatan evaluasi yang
bertujuan untuk menjadikan kinerja pelayanan jaminan perlindungan sosial pada program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo jadi
semakin baik lagi. Evaluasi yang diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo diantaranya :
adanya evaluasi pengaduan layanan oleh masyarakat atau survei kepuasan masyarakat, evaluasi

laporan surat masuk dan surat keluar setiap bulannya kepada atasan langsung, dan evaluasi

kinerja pegawai kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Setelah mengetahui tentang kegiatan evaluasi pelayanan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang sudah cukup baik
pelaksanaan evaluasinya. Lalu bagaimana kualitas layanan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) apakah pelayanan program JKMM nya sudah optimal atau belum?

Jika sudah berjalan dengan optimal maka tindakan apa yang dilakukan untuk program JKMM



yang sudah optimal ini, dan jika belum optimal apakah ada suatu rencana atau tindakan Dinas
Sosial Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini saya tampilkan jawaban wawancara dengan selaku staff

pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Narasumber 1 Bu Ella selaku staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo : “Tingkat tingginya kualitas itu berpacuan pada pemohonnya ya, pemohon atau
masyarakat yang telah berkunjung ke dinsos. jadi kualitas pelayanan untuk program JKMM ini
berdasarkan survei kepuasan masyarakat.

Narasumber 2 Bapak Tino selaku staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo : “kalua ngomong soal kualitas itu bisa dilihat dari survei kepuasan
masyarakat, karena yang bisa nilai bagus tidak nya kualitas pelayanan program JKMM ini ya
masyarakat yang telah berkunjung ke dinas sosial.

Hasil dari wawancara diatas peneliti dapat memberi penjelasan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat yang menerima pelayanan dari dinas sosial kabupaten sidoarjo ini sangat

berhubungan dan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan program JKMM.

Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya untuk narasumber selaku staff pelayanan publik bidang
Jaminan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Apakah ada kriteria atau
persyaratan bagi penerima program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Berikut
saya sajikan hasil wawancara dengan Narasumber staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Narasumber 1 Bu Ella selaku staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo : “Ada kriteria penerima JKMM, diantaranya yaitu : pastinya warga sidoarjo dan wajib
bagi yang tidak mampu, membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lalu persyaratan
yang lainnya berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo,
foto copy Surat Rawat Inap dari Rumah Sakit atau Puskesmas seluruh Kabupaten Sidoarjo,
Rumah sakit yang bekerja sama : RSUD Kabupaten Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat, jika
kecelakaan harus membawa Surat Keterangan dari Kepolisian setempat”.

Narasumber 2 Bapak Tino selaku staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo : “Ada kriterianya. wajib puya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) asli Sidoarjo, benar — benar warga yang enggak mampu harus membawa Surat
Keterangan Tidak Mampu dari Desanya masing - masing, bawa foto copy surat rawat inap atau
rujukan dari Rumah Sakit, Surat JKMM ini akan diproses dan diberikan kepada warga yang lagi
sakit jika tidak sedang sakit maka tidak bisa di proses JKMM nya”.

Hasil dari wawancara diatas peneliti dapat memberi menjelaskan bahwa kriteria bagi penerima
JKMM vyang pertama harus warga yang tidak mampu yangt berdomisili di Kota Sidoarjo, dan
wajib membawa berkas — berkas seperti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy
Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Rujukan Rawat Inap dari

Rumah Sakit, dan Surat dari kepolisian jika mengalami kecelakaan lalu lintas.

Program Jaminan Kesehatan pasti banyak sekali manfaat nya terutama bagi mereka yang
membutuhkan biaya untuk perawatan maupun pengobatan. Untuk mengetahui apa saja manfaat
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat berikut ini saya sajikan hasil
wawancara kepada masyarakat yang telah memakai program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin (JKMM).

Narasumber 1 Rahayu masyarakat : “bermanfaat sekali untuk meringankan beban keluarga saya
saat ayah sakit mendadak dan membutuhkan biaya yang besar dengan jumlah uang yang



banyak.”

Narasumber 2 Bapak Rahmadi masyarakat : “manfaatnya sangat banyak karena program ini
dapat menolong orang yang tidak mampu seperti keluarga saya yang sangat membutuhkan
bantuan biaya rawat inap di RSUD”.

Narasumber 3 Ibu Yanti masyarakat : “bermanfaat sekali untuk saya terutama masyarakat kecil
karena sudah membantu untuk meringankan biaya perawatan anak saya yang sama sekali tidak
punya biaya”.

Narasumber 4 Ibu Suryati masyarakat : “sangat bermanfaat sekali mbak, jujur saya sangat tidak
mampu untuk membiayai suami saya yang terkena penyakit paru - paru dan harus segera di
tangani dokter pastinya memerlukan biaya yang banyak, adanya JKMM ini membantu sekali”.

Narasumber 5 Bapak Choirul Chalim masyarakat : “manfaat nya membantu meringankan biaya
rawat inap icu yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan seluruh pengobatan di bantu oleh
JKMM, dengan begitu keluarga saya sangat merasa terbantu sekali adanya JKMM ini.”

Hasil dari wawancara diatas yang dapat peneliti jelaskan kembali adalah program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi masyarakat

yang kurang mampu, mereka sangat terbantu dengan adanya program ini.

Setelah mengetahui manfaat dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM),
peneliti ingin mengetahui bahwa masyarakat yang menggunakan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM). Sudah berapa lama memakai atau menggunakan Jaminan

Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Berikut ini adalah hasil wawancara dapat peneliti



sajikan :

Narasumber 1 Rahayu masyarakat : “Sudah kurang lebih 3 bulan sekarang mau perpanjangan
soalnya masih membutuhkan bantuan Kesehatan ini”

Narasumber 2 Bapak Rahmadi masyarakat : “saya memakai JKMM sudah 5 bulan saya
perpanjang lagi mbak”

Narasumber 3 Ibu Yanti masyarakat : “baru 1 minggu mbak”
Narasumber 4 Ibu Suryati masyarakat : “ehm 2 bulan saya memakai JKXMM mbak”

Narasumber 5 Bapak Choirul Chalim masyarakat : “2 minggu”

Jadi hasil dari wawancara diatas dapat peneliti ringkas dan jelaskan kembali bahwa masyarakat
yang datang ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan pemohon yang masih baru
buat atau baru menerima Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Dan mereka
kebanyakan yang datang atau berkunjung lagi bertujuan untuk memperpanjang Surat Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) karena berdasarkan informasi yang telah peneliti
dapatkan bahwasannya Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) hanya berlaku
sampai 3 bulan dan setelah masa waktu 3 bulan Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) sudah tidak dapat digunakan lagi karena harus di perpanjang, apabila pemohon tersebut

masih sakit dan harus membutuhkan perawatan rawat inap maupun rawat jalan.

Setelah mengetahui berapa lama masyarakat memakai program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin (JKMM), peneliti akan menyajikan hasil wawanacara mengenai apakah pelayanan

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di dinas sosial sudah cukup baik ?”



Narasumber 1 Rahayu masyarakat : “sangat baik dan cepat, berkat JKMM ayah saya dapat
ditangani dengan cepat dan tepat”.

Narasumber 2 Bapak Rahmadi masyarakat : “kurang cepat pelayanan nya soalnya petugasnya
hanya 1 orang saja, sedangkan pemohon nya sangat banyak, tapi petugasnya baik saya tidak
memiliki hp lalu surat nya di cetak disini”.

Narasumber 3 Ibu Yanti masyarakat : “sudah baik pelayanannya, petugasnya ramah dan surat
JKMM nya langsung jadi dikirim lewat wa”.

Narasumber 4 Ibu Suryati masyarakat : “cukup baik surat jaminannya cepat jadi dikirim lewat
WhatsAap™.

Narasumber 5 Bapak Choirul Chalim masyarakat : “cukup baik karena persyaratannya tidak ribet
dan cepat jadi surat kesehatan nya”.

Hasil dari wawancara diatas yang dapat peneliti jelaskan kembali yaitu pelayanan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
sudah cukup bagus tetapi kurangnya staff atau pegawai di bagian pelayanan yang di tugaskan
untuk melayani masyarakat cuma sedikit sehingga terjadi antrian panjang dan memakan waktu.
Disetiap kegiatan, ataupun program tentu saja terdapat berbagai kendala, disini peneliti akan
melakukan wawancara agar mengetahui apa saja kendala yang dialami saat menggunakan
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)

Narasumber 1 Rahayu masyarakat : “bagi saya kendala nya tidak ada karena ayah saya langsung
dapat penanganan yang cepat dan baik di rumah sakit”.

Narasumber 2 Bapak Rahmadi masyarakat : “kendala nya cuma antri lama waktu di rumah
sakit”.

Narasumber 3 Ibu Yanti masyarakat : “tidak ada kendala sama sekali mbak, penangannya cepat”.



Narasumber 4 Ibu Suryati masyarakat : “oh tidak mbak aman lancar”.

Narasumber 5 Bapak Chairul Chalim masyarakat : “tidak ada kendala mbak semuanya lancar
alhamdullilah”.

Hasil dari wawancara diatas yang dapat peneliti simpulkan bahwa rata — rata masyarakat yang
menggunakan program JKMM tidak ada kendala tetapi hanya saja ada yang mengalami antrian
lama saat di rumah sakit, menurut saya itu hal yang wajar karena rumah sakit pasti akan ramai
tergantung dari berapa banyak nya pegawai di rumah sakitnya.

Alur Pembuatan JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin)

Wawancara / Pembuatan
Pemohon penyampaiam > surat
informasi serta rekomendasi

verifikasi berkas

N
Pemohon Penyerahan

(Melalui SIPRAJA / ST WHAPIK) \ surat
) rekomendasi

N

[ Rumah Sakit rujukan

J

Gambar 4.1 Alur Pembuatan JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin)

Berikut penjelasan alur atau sistem mekanisme dan prosedur pembuatan program Jaminan

Keehatan Masyarakat Miskin (JKMM) yaitu sebagai berikut :



1. Masyarakat datang ke Petugas pelayanan Dinas Sosial atau melalui Sistem Pelayanan
Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)

2. Petugas Pelayanan melakukan wawancara tanya jawab / penyampaian informasi mengenai
program JKMM

3. Petugas melakukan verifikasi berkas

4. Petugas pelayanan melakukan proses pembuatan surat rekomendasi JKMM

5. Surat Rekomendasi yang telah dibuat diserahkan kepada :
a. Rumah sakit / puskesmas rujukan
b. Pemohon

6. Didownload di aplikasi SIPRAJA atau surat akan dikirimkan kepada pemohon lewat Si

WhaPik (sistem WhatsApp peduli wong cilik).

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa alur program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) tidak berbelit dan cukup sederhana, peneliti akan melakukan wawancara kepada
masyarakat bagaimana tanggapan masyarakat tentang persyaratan dan alur permbuatan program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Apakah persyaratan dan alur proses pembuatan
surat rekomendasi JKMM cukup mudah, cepat serta persyaratan tidak berbelit — belit. Berikut ini

hasil dari wawancara dapat peneliti tampilkan :

Narasumber 1 Rahayu masyarakat : “mudah sekali persyaratannya cuma membawa Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM), KTP, KK, sama surat rujukan rumah sakit”.

Narasumber 2 Bapak Rahmadi masyarakat : “persyaratannya mudah dan prosesnya tidak ribet”.



Narasumber 3 Ibu Yanti masyarakat : “prosesnya cepat dan syarat nya cukup mudah, hanya saja
ngurus sktm di desa yang agak lama mbak™

Narasumber 4 Ibu Suryati masyarakat : “oh tidak ribet mbak persyaratannya sm jadi surat jkmm
cepat”.

Narasumber 5 Bapak Chairul Chalim masyarakat : “tidak susah syarat nya karena berkat jkmm
ini tidak mensusahkan warga yang tidak mampu”.

412 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM)

Faktor pendukung adalah mereka yang memfasilitasi individu dan kelompok faktor, termasuk

ketersediaan, keterjangkauan, preferensi, dan partisipasi. Berikut ini apa saja faktor pendukung

program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), saya akan melakukan wawancara

kepada staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Apa saja

faktor pendukung program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Berikut peneliti

akan menyajikan hasil wawancara :

Narasumber 1 Bu Ella selaku staff pelayanan publik bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo : “faktor pendukungnya yaitu adanya suport dan dukungan dana (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan
peraturan Bupati terkait Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)”.

Narasumber 2 Bapak Tino selaku staff pelayanan publik bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo : “Dapat bantuan dana APBD dari Bupati Sidoarjo untuk program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), terus dibantu juga adanya pelayanan via online



namanya system SI WHAPIK (Sistem WhatsAap Peduli Wong Cilik) yang mempercepat proses
pengiriman data JKMM. jadi kalua surat JKMM sudah selesai pemohon tidak usah jauh — jauh
datang ke Kantor Dinas Sosial, soalnya suratnya akan dikirim melalui WhatsAap. terus kalua
mau tanya — tanya atau mau ada kepentingan lain bisa dapat pelayanan melalui via online Sl
WHAPIK tadi. Bisa juga kalau mau memperpanjang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) lewat online tinggal dikirim datanya nanti langsung di proses oleh petugas pelayanan
Dinas Sosial”.

Hasil dari wawancara tersebut dapat diringkas bahwa faktor pendukung program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) adalah dukungan bantuan berupa dana APBD dari
pemerintah Bupati Kota Sidoarjo dan terdapat system SI WHAPIK guna untuk memudahkan

proses pengiriman Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) secara cepat.

4.1.3 Hambatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)

Hambatan adalah apa pun yang bersifat penghambat atau bahkan yang mencegah dan membatasi
kemunculannya segala sessuatu yang belum dan telah di rencanakan. Berikut ini apa saja faktor
penghambat program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), saya akan melakukan
wawancara kepada staff pelayanan bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Apa saja faktor penghambat program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM):

Narasumber 1 Bu Ella selaku staff pelayanan publik bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo : “Hambatan yang terjadi pada program JKMM ini cukup banyak
diantaranya, masyarakat masih kurang paham terkait prosedur layanan, petugas layanan yang
masih kurang, Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit atau Puskesmas yang bekerja sama
kurang memahami terkait program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), perangkat
desa masih ada yang kurang memahami terkait program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) sehingga informasi terkait Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) pada
masyarakat masih kurang jelas”.

Narasumber 2 Bapak Tino selaku staff pelayanan publik bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo : “wah lumayan banyak faktor penghambat nya seperti, kurang meluasnya
informasi mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sehingga



masyarakat masih banyak yang belum tau, banyak nya Rumah Sakit yang belum paham tentang
prosedur program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sehingga sering terjadi pada
pasien yang kurang cepat dan tanggap penanganannya, petugas pelayanan publik di Dinas Sosial
Kabupaten Sidioarjo kurang memadai sehingga Masih ada masyarakat yang belum puas dengan
pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lumayan banyak faktor hambatan yang
terkait dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini meliputi masalah
SDM vyang kurang memadai, kurang meluasnya informasi mengenai Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) bagi masyarakat Sidoarjo, kurangnya komunikasi antara Rumah
Sakit dan Dinas Sosial sehingga masih ada Rumah Sakit yang kurang paham terhadap program

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM).

4.2 Analisisa Data

Analisisa data adalah sebuah proses pembersihan, transformasi dan juga pemodelan data untuk
memudahkan pencarian informasi tambahan yang akurat / real. Analisis data berfungsi untuk
menanggapi sebuah masalah tertentu, memecahkan sebuah masalah, dan menemukan jalan
keluar atas sebuah permasalahan atau menentukan sebuah keputusan. Menurut Sugiyono
(2018:482) Analisis data adalah suatu proses sistematis mempelajari dan mensintesiskan data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengorganisasikan
data ke dalam Kkategori-kategori, mendeskripsikannya menurut rasa yang sederhana,
menyintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam model-model, memilih mana yang penting
dan mana yang harus dipelajari, simpulkan dengan cara yang mudah dipahami oleh peneliti dan

orang lain.



Dapat peneliti uraikan dan jelaskan Kembali hasil wawancara dari narasumber staff perlindungan
jaminan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, dapat ditinjau dari judul dan dari rumusan
masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM). Yang dapat peneliti jelaskan mengenai analisis data dari hasil
wawancara sebagai berikut :

1. Disini peneliti menanyakan kepada narasumber apakah di di Dinas Sosial Kabupaten
Sidoarjo telah menerapkan kegiatan evaluasi? dan bagaimana kegiatan evaluasi
pelayanan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Berdasarkan
jawaban dari kedua narasumber yaitu “ADA” evaluasi dan penerapannya dilakukan
selama setahun sekali. Menurut analisis saya setiap program seharusnya ada kegiatan
mengevaluasi, dikarenakan agar suatu program tersebut dapat lebih baik lagi

kedepannya.

2. Hasil atas jawaban dari narasumber tentang bagaimana kualitas pelayanan program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
sudah cukup baik atau tidak. ternyata dari hasil jawaban narasumber yaitu tingkat
kepuasan penerima manfaat dari pelayanan jaminan sosial kabupaten sidoarjo ini sangat
mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan program JKMM. Jadi semakin tinggi tingkat
kepuasan masyarakat maka semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Sidoarjo. Disini sangat berkaitan dengan judul penelitian ini karena

untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM), melalui



tingkat kepuasan masyarakat tersebut peneliti menjadi mengerti bahwa suatu kualitas

tersebut berasal dari kepuasan masyarakat.

Selanjutnya hasil dari jawaban narasumber tentang apakah ada kriteria bagi penerima
program JKMM tersebut. Disini narasumber menjelaskan bahwa ada kriteria bagi
penerima JKMM yang pertama harus warga yang tidak mampu yangt berdomisili di
Kota Sidoarjo, dan wajib membawa berkas — berkas seperti Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM), Surat Rujukan Rawat Inap dari Rumah Sakit, dan Surat dari kepolisian jika

mengalami kecelakaan lalu lintas.

Hasil dari jawaban para narasumber selaku masyarakat tentang apa saja manfaat
program JKMM ini. Ternyata program JKMM ini sangat bermanfaat sekali khususnya
bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka sangat terbantu dengan adanya program
ini. Peneliti juga menanyakan berapa lama memakai program JKMM. Dan hasil rata —

rata jawaban dari berbagai narasumber informan 1 minggu hingga 3 bulanan.

Hasil dari wawancara dengan narasumber dapat peneliti analisis dan peneliti jelaskan
kembali bahwa rata — rata dari jawaban mereka tentang apakah program JKMM tidak
berbelit — belit dan prosesnya tidak menyusahkan masyarakat. Jawabanya tidak sama
sekali, karena program JKMM ini memang ditujukan kepada masyarakat yang

membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, adil, dan sejahtera.



6. Disini dapat kita ketahui bahwa suatu program tentu saja memiliki faktor pendukung dan
hambatan. Salah satu faktor pendukung program JKMM ini yaitu adanya dukungan dari
pemerintah berupa dana APBD yang diperuntukan untuk program JKMM. Adapun
permasalahan atau hambatan yang terjadi pada program JKMM ini salah satunya
kurangnya pemahaman masyarakat tentang jaminan Kesehatan masyarakat miskin
(JKMM), karena dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kesenjangan ekonomi seperti
tidak memiliki media sosial dan lain sebagainya maka masyarakat tersebut jadi minim
pengetahuannya tentang program JKMM ini. Dan juga karena kurang meluasnya
informasi mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini
menjadikannya masyarakat yang minim pengetahuan semakin tidak mengetahui

informasi tersebut.

BABV
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Evaluasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sudah berjalan
dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan nya yaitu survey kepuasan

masyarakat yang sangat baik. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM)



ini juga telah berhasil dan tepat sasaran meskipun tahun lalu program ini sempat
dihentikan tetapi pada tahun 2022 program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) telah membantu masyarakat miskin untuk meringankan biaya pengobatan.

2. Faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) yaitu adanya dukungan dari pemerintah kota Sidoarjo
berbentuk bantuan dana APBD dan adanya sarana prasarana yang memadai. Contoh
sarana prasarana yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah ruang
pelayanan yang bersih dan dingin, petugas pelayanan yang ramah, dan adanya Sl
WHAPIK (Sistem WhatsAap Peduli Wong Cilik) yaitu pelayanan melalui Via Online,
jadi untuk pemohon yang ingin memperpanjang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JKMM) cukup mengirimkan data nya melalui S| WHAPIK.

3. Hambatan atau masalah yang masih dihadapi pengguna program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JKMM) antara lain : masih banyak masyarakat yang belum
memahami mekanisme dan prosedur yang telah di tetapkan. Bahkan bukan hanya
masyarakat saja yang belum paham mengenai prosedur dan mekanisme nya, tetapi
sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama juga masih ada yang belum

paham sehingga terjadi proses yang lama dan kurangnya informasi untuk masyarakat.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kesimpulan di atas, maka disampaikan saran dan
kontribusi yang bersifat membangun kepada dinas sosial kabupaten Sidoarjo yang menjadi fokus

kajian ini kepada para stakeholders kepentingan serta menjadikannya evaluasi pelayanan publik



program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) dapat berjalan seoptimal mungkin.
Adanya evaluasi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan yang kompeten
sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dan ditugaskan sebagai pelayanan publik di
bidang Jaminan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo agar para pemohon
mendapatkan pelayanan yang cepat dan optimal. Dan untuk pelayanan online Si Whapik
ini sebaiknya menggunakan bootchat sehingga layanan dapat terus beroperasi secara
otomatis selama 24 jam dengan merespon masyarakat yang ada kepentingan mendadak.

2. Perlu adanya sosialiasasi secara berkala dengan perangkat desa maupun sejumlah
Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dalam program JKMM. Terutama saat
perubahan prosedur atau kebijakan tentang program JKMM agar tidak ada kurang nya
informasi yang membuat beban di masyarakat.

3. Meningkatkan mutu pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat
merasa dapat pelayanan yang memuaskan dan cepat. Tidak hanya di Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo saja tetapiu juga meningkatkan mutu di sejumlah Puskesmas dan
Rumah Sakit yang bekerja sama sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat tanpa memandang status sosial atau membeda-bedakan pelayanan bagi

pengguna JKMM dan non-JKMM pengguna JKMM / umum.
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